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ntaian kata 
syukur — terucap 
kepada Tuhan 


yang Maha Esa, 
berkat rahmat dan kekuatan 
yang diberikan kepada kami, 
majalah Justisia dapat menyapa 
pembaca lagi dalam edisi ke- 
49. Dengan terbitnya majalah 
ini, redaktur berharap agar 
dapat 
liputan yang bermanfaat dan 
dapat dinikmati oleh pembaca 
dengan baik. 


selalu menghadirkan 


Untuk menyuguhkan hasil 
reportase yang baik dan bisa 
dinikmati 
saat 


dengan mudah 


membaca, — tentunya 
dalam penggarapan majalah 
diperlukan sosok-sosok tim 
redaksi yang ulet, mempunyai 
konsistensi dan loyalitas yang 
tinggi terhadap Justisia. Selain 
itu niat untuk selalu berlatih 
demi mendapatkan liputan 


yang bagus harus selalu 
tertanam dalam diri setiap 
redaktur majalah. 

Perjalanan yang jauh dan 
berbagai kesulitan serta 


kendala saat liputan menjadi 
semangat sendiri bagi kami 
dan tidak ada alasan bagi kami 
untuk mundur, hal ini sebagai 
bentuk wujud pengabdian 
kepada  Justisia. 
moment seperti 


Moment- 
itu kami 
gunakan untuk terus belajar 
dan mencari pengalanaan 

membeti 


saling 


dalam rangka 


kemanfaatan dan 
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SALAM 


SIKAP ULET, LOYAL, DAN 
KONSISTEN MENJADI GARDA 
TERDEPAN 


berbagi untuk orang lain. 


Majalah edisi kali ini 
membahas mengenai putusan 
Mahkamah 
tentang kolomsagama di KTP 


Konstitusi 


bagi penghayat Kepercayaan. 
MK 
mengabulkan permohonan 
yang diajukan penghayat 
kepercayaan. - Putusan ini 


Dalam putusannya 


muncul menanggapi uji 
materi yang dilakukan oleh 
Nggay, Mehang Tana, Pagar 
Sirait, Arnol 
Purba, dan9Carlim, sebagai 
perwakilan 


kepercayaan. 


Demanta 


penghayat 
Adapun uji 


materi tersebut muficul atas 
dasar 


kepercayaan 


kerisauan « penghayat 
atas perilaku 
diskriminatif ydalam layanan 


publik: 


Dari "persolan tersebut, pada 
rubtik Laporan Utama kami 
sajikan beberapa pendapat 
tokoh dalam menanggapi 
MK 
yaitu 


tersebut, 
Pakar 
Hukum Admintrasi Negara, 


putusan 
diantaranya 


tokoh Penghayat Kepercayaan, 
tokoh kelompok non Agama 
non Kepercayaan, perwakilan 
Majelis 
(MUI). 


pemerintah, — dan 


Ulama Indonesia 


rubrik 
Laporan Khusus kami sajikan 


Kemudian dalam 


kebijakan kampus mengenai 
organisasi..ckstra yang ada di 
lingkungan Walisongo. Apakah 
ada. peraturan atau SK Rektor 
yangwsecara khusus mengatur 
ekstra 
dalam 
hal “mengadakan kegiatan di 
dalam kampus. Hal ini menjadi 
penting terkait eksistensi dan 


mengenai Oragnisai 


kampus». khususnya 


keberadaan organisasi ekstra di 


UIN Walisongo. 


Dalam 
Walisongo, 
kebijakan 
mahasiswa difabel, 


rubrik 
kami 


Kampung 
menyajikan 
bagi 
baik dari 
fasilitas maupun infrastruktur. 


kampus 


Kami meminta pendapat para 
Dekan terkait masalah tersebut. 


Pada akhirnya, redaktur 
Majalah Justisia mengucapkan 
selamat membaca. Semoga 


para pembacatertarik dengan 
ulasan rubrik Majalah Justisia, 
serta memberikan manfaat 
serta pengetahuan. Kritik dan 
saran selalu kami nantikan, agar 
kedepannya pembuatan majalah 


bisa lebih baik. fjl 
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KARIKATUR 


Aw SURAT 5 | | 
Saya.ingin bertanyaskepada Bapak Wakil Dekan I Fakultas Syariah 


PEMBACA Dan Hukum UIN Walisongo mengenai perkuliahan malam yang 

katanya sudah" ditiadakan. Namun, ternyata pada semester 

kemarin, saya.mendapatkan jam perkuliahan di malam hari 
aa - A 3 : 2 2 

walaupun “karena hasil lobian. Saya ingin bertanya bagaimana 

| Ss pc N S Cc S 1 tanggapan. dari pihak fakultas mengenai hal tersebut. Terima 


kasih. 


- 
« | I @ nh Moch"'Soni Saifurrizal (Mahasiswa Hukum Pidana Islam) 


Jawab : 


Mag Idi Y | Prinsipnya, perkuliahan malam memang sudah ditiadakan. 


Ini merupakan kebijakan dari universitas. Namun, ketika kita 
meminta dari dosen luar dan dosen luar tersebut tidak bisa 
melaksanakan perkuliahan selain malam hari, maka “khusus” 
bagi dosen luar diperbolehkan. 


Walaupun dari pihak fakultas memperbolehkan adanya 
perkuliahan malam karena ada pengkhususan untuk dosen luar, 
namun juga harus ada kesepakatan dari pihak mahasiswa. 


Contohnya pada semester kemarin, yaitu pak Ali Nur Yahya, dosen 
dari pengadilan negeri. Karena memang tidak punya waktu selain 
malam hari dan kita yang butuh, maka kebijakan 
khusus itu dapat dipergunakan selama 
dengan mahasiswa ada kesepakatan. 
Tapi jika dengan mahasiswa tidak 
ada kesepakatan maka tidak bisa 
dipaksakan. 


Sahidin, M.Si (Wakil Dekan I 
Fakultas Syariah & Hukum UIN 


Walisongo Semarang) 
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ebebasan 
kinan 


berkeya- 
serta men- 

dapatkan hak yang 

sama sebagai warga 
negara  Indonoseia sudah 
dijamin dalam Undang-Undang 
Dasar 1945. Artinya negara, 
lewat pemerintahan yang ada, 
berkewajiban untuk menjamin 
dan memastikan bahwa setiap 
warganya mendapatkan hak 
dan perlakuan yang sama, 
tak terkecuali dalam hal 
berkeyakinan atau ber-Tuhan. 


Sebagai negara yang majemuk, 
seperti dilansir detiknews 9 
November 2017, menyebutkan, 
terdapat 187 — organisasi 
penganut kepercayaan di 
Indonesia, dan dari jumlah 
tersebut dilaporkan sedikitnya 
12 juta orang di Indonesia 
adalah penghayat kepercayaan. 
Data tersebut dikeluarkan oleh 
Dirjen Kepercayaan Terhadap 
Tuhan Yang Maha Esa dan 
Tradisi Kementrian Pendidikan 
dan Kebudayaan (Kemdikbud). 


Keberadaan penghayat 
kepercayaan seharusnya tidak 
menimbulkan persoalan dalam 
kehidupan bernegara, karena 
hak kebebasan berkeyakinan 
sudah dijamin oleh negara. 
Akan tetapi realita yang terjadi 
tidak demikian, masih banyak 
perlakuan diskriminatif 
terhadap kalangan penghayat 
kepercayaan. 


Dari berbagi persoalan 
penghayat kepercayaan, 
salah — satunya” mengenai 


permasalahan kolom agama di 
Kartu Tanda Pendudukx(KTP). 
Hal ini menjadi permasalahan 
besar, sebab KTP merupakan 
hal yang vital terkait identitas 
diri sebagai warga negara. 


Dari permasalahan KTP 
tersebut, selama ini para 
penghayat kepercayaan seperti 
Sapto Darmo, Batak Parmalim, 
Ugama bangsa Batak, Sunda 
Wiwitan, Marapau, dan 
penghayat kepercayaan 


PUTUSAN MK: 
ANGIN SEGAR DAN 
KEGELISAHAN 


lainnya, 
perlakuan 
dalam mengakses 
publik, seperti — melamar 
pekerjaan, megurus/ hak- 
hak sipil, menikah dan lain 
sebagainya. hal ini disebabkan 
kolom agama di KTP mereka 


mendapatkan 
diskriminatif 
layanan 


dikosongkan. 

Atas dasar “ permasalahan 
tersebut, seperti dilansir 
Kompas.com 7 November 
2017, perwakilan dari 
berbagai penghayat 
kepercayaan, yaitu  Nggay 
Mehang Tana, Pagar Demanra 
Sirait» Arnol Purba, dan 


Carlim melakukan uji materi 
terkait aturan pengosongan 
kolom agama pada KK dan 
KTP ke Mahkamah Konstitusi 
(MK). Hal tersebut diatur 
dalam "Pasal 61 Ayat (1) dan 
(2), serta Pasal 64 Ayat (1) 
dan (5) UU No 23 Tahun 
2006 tentang Administrasi 
Kependudukan juncto UU No 
24 Tahun 2013 tentang UU 
Administrasi Kependudukan. 


Dari uji materi yang diajukan 
penghayat kepercayaan, MK 
mengabulkan permohonan 
terkait aturan pengosongan 
kolom agama pada KK dan 


(KIP, 


Dalam putusannya, 
Majelis Hkim berpendapat 
bahwa kata “agama” 
dalam Pasal, 61” Ayat (1) 
bertentangan dengan UUD 
1945 dan tidak mempunyai 
kekuatan "hukum mengikat 


secara"sbersyarat sepanjang 
tidak" termasuk penganut 
kepercayaan. Artinya, 
'.penganut kepercayaan 


memiliki kedudukan hukum 
yang sama dengan pemeluk 
enam agama yang telah 
diakui pemerintah dalam 
memperoleh hak terkait 
administrasi kependudukan. 


MK tersebut 
mendapat respon beragam 
dikalangan masyarakat dan 
berbagai organisasi yang 
ada di Indonesia. Kalangan 
yang menyetujui putusan 
MK beralasan bahwa sudah 
seharusnya warga negara 
diperlakukan dan mempunyai 
hak sama, sehingga tidak 
terjadi tindakan diskriminatif. 
Sedangkan kalangan 
yang tidak — mensetujui 
beralasan bahwa — hanya 
enam agama yang diakui di 
Indonesia. Jika penghayat 
kepercayaan diberi kebebasan 


Putusan 


EDITORIAL 


untuk mencantumkan 
kepercayaannya di kolom 
agama KTP, nantinya berbagai 
ideologi yang adapun akan 
menuntut demikian 


Dari persoalan tersebut, 
kami Tim Redaksi Majalah, 
tertarik untuk membahas 
putusan MK mengenai kolom 
agama di KTP bagi penghayat 
kepercayaan. Ada banyak 
sisi yang dapat kita amati 
dalam menyikapi putusan 
MK tersebut. Apakah putusan 
MK tersebutwsesuai dengan 
konstitusi? » Apa tindakan 
pemerintah selanjutnya atas 
putusan tersebut? Bagaimana 
respon organisasi atau 
lembaga yang tidak setuju 
dengan putusan tersebut? 
Bagaimana pendapat dari 
penghayat kepercayaan 
sendiri terhadap putusan 
tersebut? Pertanyaan- 
pertanyaan tersebutlah yang 
menjadi kajian pokok dalam 
majalah ini. 


Yang tidak kalah menarik yaitu 
bagaimana nasib kelompok 
yang tidak mau dikategorikan 
sebagai penghayat 
kepercayaan pasca putusan 
MK? Sedangkan kelompok 
tersebut juga tidak ingin 
dikategorikan enam agama 
yang diakui pemerintah, 
seperti agama adam (sikep), 
agama internasional (bahai), 
dan lain sebagainya. 


Selain itu, kemungkinan ada 
penurunan jumlah anggota 
enam agama yang diakui 
oleh pemerintah. Sebab 
banyak ditemukan penghayat 
kepercayaan yang kolom 
agamanya diisi — dengan 
enam agama yang diakui 
pemerintah. Setelah adanya 
putusan MK, tentunya para 
penghayat kepercayaan akan 
mengganti kolom agam di 
KTP dengan nama penghayat 
kepercayaanya. (jl 
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NN G KOLONG 


INDONESIA 


Jumlah Pengahayat Kepercayaan 
Lebih Banyak Dibanding Umat 


Konghuchu 


L 
"“YKOD OrCI3 ? 
ATA PEMELUK AGAMA & KEPERCAYAAN 4 Data diperolehvdari 


erdasarkan — penca- 
PB: yang dilakukan 

oleh Dinas Pember- 
dayaan Masyarakat, Desa, 
Kependu-dukan dan Pen- 
catatan Sipil Provinsi Jawa 
Tengah, jumlah penghayat 
kepercayaan lebih banyak 
dibanding umat Konghuchu 
pada Semester 2 tahun 2016 
dan Semester 1 tahun 2017, 


Jumat (12/01) 


Staf Dinas 
Masyarakat Desa, 
dudukan dan 
Sipil Provinsi Jawa Tengah, 
Nurkholis, 
dalam mendata penghayat 


Pemberdayaan 
Kepen- 
Pencatatan 


mengatakan, 
kepercayaan di Jawa Tengah 


belum dilakukan 
detail atau spesifik. Hal ini 


secara 


disebabkan belum “adanya 
teknis untuk 
melakukan pendataan secara 


petunjuk 


spesifik. 


“Kami belum bisa, mendata 
secara detail atau sopesifik 


karena — belum adanya 
petunjuk teknis — dalam 
melakukan pendataan 
tersebut,” tegasnya. 


Data tersebut tertulis bahwa 


antara umat  Konghuchu 


dan penghayat kepercayaan 


sama-sama mengalami 
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0,02 “/o 


0,01 Yo 
0,16 Yo 


0,05 Ya 


1,02 Yo 


1,69 Yo 


97,06 Yo 


penurunan jumlah kuantitas 
pemeluknya. umat Konghuchu 
mengalami penurunan sebanyak 
3 jiwa, sedangkat penghayat 
kepercayaan sebanyak 346 jiwa. 


1) 
DI JAWA TENGAH 


Uh 
Ny R0,02-/0 


| 


Buku CatatamDINAS 
PEMBERDYAAN 
MAYSYARAKAT SIPIL 
PROVINSI JAWA 
TENGAH (DUKCAPIL), 
yang dirilis dua kali 


setiap tahun memakai 


sistem semester. Data 


0,01 Yo dalam buku catatan 
diperoleh dari KTP 
duduk JAWA 
0r16 Yo smk 
TENGAH 
0, 02 Yp 1 Jumlah penduduk Jawa 
Tengah Semester 1 
Tahun 2017 
1,01 Yo 
2 Jumlah penduduk Jawa 
1 69 0/,, Tengah Semester 2 


Tahun 2016 


97,08 Yo 


N 


Data Berbeda 


Terdapat juga data jumlah ormas dan penduduk 


peganut kepercayaan dari instasi yang berbeda di 
Jateng tahun 2017. Data ini diperoleh dari Dinas 
Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah. 
Adapun datanya sebagai berikut. 


DATA ORMAS PENGHAYAT 
DAN JUMLAH ANGGOTA 


KABUPATEN / KOTA SEJAWA TENGAH 


Kota Kota un | Kab. 
SEMARANG MAGELANG - KEBUMEN 
025 02 3 On 
M 14.921 IM 366 M 6.031 
Kab. 1 Kab. Kab, 
| Hak MAGELANG PATI 
17 
| On 015 
5.05 2735 B4.774 
Kab. Kab. Tas Kab. 
SALATIGA TEMANGGUNG “| KUDUS 
07 03 5 O8 
MM 1.600 M 580 mM 550 
1 Kab Kab. Kab. 
KENDAL » WONOS0B0 JEPARA 
019 "010 Oa 
BH 2319 — B13.759 BM 21.761 
Kab uas), Kab, - Kab. 
| emak | purworto— Pggi remBanG 
107 013 os 
— M450 MI 3.186 Mm 405: 
Kab. Kab. 
SUKOHARJO BOYOLALI 
O7 012 
M 13.284 M 3.022 


Infografis: Ulin 


Dari data diatas dapat'diketahui bahwa dari tiga puluh 
lima (35) Kabupaten/Kota di Jateng terdapat lebih dari 25 
penganut kepercayaan. Adapun Jumlah anggota penganut 
kepercayaan berjumlah 185:400 jiwa. 


Dari dua data yang disajikan diatas, baik itu dari Dukcapil 
maupun Kesbangpol, terdapat perbedaan yang sangat 
jauh dari jumlah penganut kepercayaan di Jateng. Dari 
data Dukcapil, tahun 2016 akhir terdapat 8.241 jiwa, 
tahun 2017 awal terdapat 7. 895 jiwa. Sedangkan dari 
Kesbangpol, jumlah penganut kepercayaan tahun 2017 di 
Jateng terdapat 185.400 jiwa. 


Perbedaan jumlah dari dua data tersebut dimungkinkan 


Kota Kota 
| SURAKARTA PEKALONGAN 
104 vO3 
M 183 2313 
S1 
5 Kab. Kab. PUR- Kab. 
KEBUMEN BALINGGA " BLORA 
On 0g. , 06 
Mi 6.031 Y M1.635 7 M 28.448 
Kab. Mate” ta Kab. 
WONOGIRI PEKALONGAN | 45 | SRAGEN 
Oz DN 03 
ma 1.900 204.018 M 556 
Kab, “ig, Kab. Kab. 
CILACAP” ka maa BANYUMAS TEGAL 
025 Ye" O.5 | Os 
Panggang "2 MI 1.443 MH 6.780 
127 KabiBANJAR- Kab. Kab. 
TON) NEGARA» PEMALANG KLATEN 
7 On” O1 Oon 
2 M 1.000 M 6.182 


Kab. KARANG- 
ANYAR 
Ma 


adanya perbedaan dalam mendata jumlah penghayat. Dukcapil 
mendata berdasarkan Kartu Tanda Penduduk. Selama ini masih 
terdapat penghayat yang mencantumkan agama lain (Islam, 
Kristen, Hindu, dan lain sebagainya) di dalam kolom agama 
KTP. Sehingga hanya sedikit jumlah penganut kepercayaan 
yang dihimpun oleh Dukcapil. 


Sementara itu, data Kesbangpol diperoleh melalui data ormas 
penganut kepercayaan. Sebab dari data kesbangpol dipaparkan 
jumlah ormas serta pengikutnya. Sehingga jumlah penganut 
kepercayaan jumlahnya lebih banyak dibandingkan jumlah 
penganut kepercayaan dari data Dukcapil. (j| 


M. Ali Masruri IE 
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(O Jumlah Ormas 
IE Jumlah Anggota 


| Total Anggota 185,400 Jiwa 


KOLONG 
Kian 


ayoritas warga penganut kepercayaan di Indonesia khususnya di Jawa Tengah masih enggan mengganti 


identitas agama di KTP. Karena masih trauma, dengan perlakukan diskriminatif beberapa puluh tahun 


silam. Juga perlakukan'dari lingkungan dan-masyarakat mereka tinggal. Meski kesempatan itu terbuka 


dengan adanya putusan MK mengenai'penganut kepercayaan. 


Tanggapan Penganut Kepercayaan 


Bambang Permadi salah satu pengurus 
dari penganut kepercayaan Perguruan 
Trijaya DPD Jawa Tengah ikutsangkat 
bicara mengenai wputusan MK itu: 
Dia mengatakan kami, mengapresiasi 
karenaw'” sudah 


terhadap negara 


mengeluarkan putusan MK. 


“Meski apresiasi tersebut dirasa lambat. 
Karena Indonesia sudah merdeka 72 
tahun. Terlepas dari keterlambatan 
tersebut, kami tetap mengapresiasi 
dan mensyukurinya,” tutur Bambang 
Permadi kepada reporter Majalah 
Justisia di Hans Kopi Kota Semarang, 
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Jumat (09/02/18) sore. 


Dia menambahkan dengan adanya 
putusan tersebut kami merasa aman. 
Sekaligus dilindungi dari pihak luar 
yang mau mengintervensi kami. 


Berbeda dengan tanggapan dari 
Perguruan Trijaya, Persatuan Sapta 
Darmo (Persada) yang diwakili oleh 
Adi Pratikto mengatakan hal yang 
lain. Meski esensinya sama seperti dari 
Bambang Permadi. 


Menurut Adi  Pratikto 
adanya putusan MK, kami penganut 


dengan 


kepercayaan Persada merasa senang 
dang gembira. Karena putusan MK 
itu mengakui hak sipil yang nantinya 
dalam kolom agama akan diakui tidak 
kosong lagi namun ada isinya. 


Dia menegaskan lagi kami sangat 
gembira. karena hak-hak kami sebagai 
penganut diakui setara dengan semua 
agama di Indonesia. 


Alek sapaan akrabnya mengatakan 
ini sudah sepantasnya kami dapatkan. 
Karena kami juga warga negara 
Indonesia yang hak-haknya harus 


MASIH 
PENGAI 
ENGGAI 
AGAMA 


s 
Kol 
0 
In 
5 
n 
E: 


TRAUMA, 


IUT KEPERGAYAAN 
| MENGGANTI IDENTITAS 


DI KTP 


Sejumlah santri dihukum bediri didalam kelas karena melanggar 
disiplin di Pondok Modern Darussalam, Gontor, Ponorogo, Jawa Timur 


dipenuhi oleh negara. “Salah satunya 
dengan pengakuan kolom agama di 
KTP,” ungkap Adi Pratikto di Grand 
Wahid Hotel Salatiga, Jumat (2/02/18). 


Kota 
Semarang, Santiko mengatakan kami 


Mantan Ketua  Kapribaden 
menyambut baik dan positif adanya 
putusan MK tersebut. Sebab hak-hak 
kami diakui sama seperti warga negara 


yang berKTP agama. 


Salah satu pengurus Sapta Darmo Kudus, 
Norlan mengatakanyajaran Sapta Darmo 
yaitu dengan jujur mengikuti Undang- 
undang negara. Pokoknya.mengikuti saja 
dengan kebijakan negara. 


Lebih lanjut, dengan adanya putusan MK 
kami akan selalu menjalankannyasSebab 
itu termasuk ajaran dari Sapa Darmo. 


Dia berharap nantinya dalam kolom 
KTP bisa ditulis secara spesifik. Misal: 
Kepercayaan 


(Sapta Darmo), 


Kepercayaan (Tri Jaya), dil. 


“Sebab Sapta Darmo bukan 
hanya di Indonesia tapi ada di 
Amerika dan di Jepang,” kata Norlan 
di rumahnya di, Sabtu (6/1/18) 


— na 


Seorang penganut w 
kepercayaan Pramono 


Sejati Sukanto saat di 
wawancarai wartawan 
Justisia di Rumahnya, 
Kudus (7/01/18) 


Salah satu penganut kepercayaan 
Pramono Sejati” Sukanto mengatakan 
adanya putusansMKsmembuat skami 
senang karena hak-hak kami,bisa 
terpenuhi. 


Dia menuturkan seharusnya negara 
menjamin warganya “seperti 
yang “terdapat, “pada pasal 
29 sebagai pedoman hidup 
bangsa itu sejak dulu. 


- 
KW 
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Eksistensi Penganut 
Kepercayaan diJawa 
Tengah 


Bambang Permadi  meyebutkan 
anggota dari Trijaya hampir 3 ribuan. 
Tapi yang masih aktif sekitar 500 orang. 
Itu diperoleh dari Nomor Putra Tegal 


(NPT) atau kartu tanda anggota yang 


sejauh ini hampir 3 ribuan 


Ia menjelaskan sekitar 500 anggota 
terdapat ber-KTP Islam, strip (-), 
Kristen), — Katholik. — “Pokoknya 
bermacam-macam 500-an 
tersebut. Saya tidak tahu rinciannya,” 


dari 


tambahnya. 


Bukan hanya disitu saja, 
Boim yang kesehariannya 
ikat 
menceritakan di 
ada 
penghayat murni dan tidak 


memakai kepala 
Perguruan Trijaya 


murni. 


KOLONG INDONESIA 


“Maksudnya adalah penghayat murni 


itu yang benar-benar menjalankan 
ajaran dari Trijaya. Entah itu ber-KTP 
agama ataupun strip (-). Sedangkan 
penghayat tidak murni itu yang masih 
menjalankan ajaran dari Tri Jaya. 
Sekaligus ajaran dari agama masing- 
masing,” imbuhnya. 


Dilain sisi, Alek menjelaskan dari 
data 2017 para penganut kepercayaan 
Sapta Darmo: 320 KTP strip (-) dari 
Generasi Tua dan Generasi Muda, 75 
orang berKTP Islam, 25 orang berKTP 
Budha, dan 100 KK strip (-) usia 
dibawah 17 tahun. 


“Dari data tersebut: 320 yang 
berKTP strip (-) akan mengubah ke 
kepercayaan di KTP. Sedangkan dari 
100 orang yang berKTP Islam dan 
Budha tetap dikolom agamanya diisi 
oleh Agama bukan Kepercayaan,” 
tegas pria yang sekaligus Wakil 
Ketua Organisasi Hukum, di Persada 


Kabupaten — Semarang. 


Santiko menceritakan" para penganut 
kepercayaan Kapribaden tahun 90-an 
mengalami puncak-puncaknya yaitu 
sekitar 5000 orang. Namun semakin 
kesini mengalami penurunan yang 
sangat drastic. Itu baru di 
daerah Semarang belum 
yang lain. 


d4 | Seorang penganut kepercayaan SaptaDarmo, 
Adi Pratikto saat memeberi tanggapanya 


kepada wartawan justisia mengenai 
keputusan MK di Grand Wahid Hotel Salatiga. 
(2/02/18) 


Dia mengatakan pada pertengan tahun 
2015 warga Kapribaden ada 100 orang. 
Namun yang mau didata sekitar 20-30 
orang. Kalau soal terang-terangan KTP 
strip (-) itu Kapribaden masih kalah 
dengan Sapta Darmo. “Karena kami 
masih mempunyai berbagai alasan yang 
tidak mau merubah ke strip (-) dan 
masih kekeh dengan KTP agama,” kata 
Santiko saat ditemui reporter Majalah 
Justisia di Museum Rangga Warsito, 
Selasa (6/02/18). 


Norlan dari Sapta Darmo Kudus 


menjelaskan penganut» kepercayaan 
disini ada sekitar.20 orang Dari 20 
orang tersebut,,sebelumnya  berKTP 
Islam, dan Kristen, bahkan ada yang 


kosong,” , ungkapnya. 


Sukanto menjelaskan secara 
adminstratif jumlah penganut Pramono 
Sejati mengalami pasang surut. Apalagi 
setelah ditinggal sesepuhnya. Terlebih 
lagi kehidupan penganut kepercayaan 
sangat rentan dipengaruhi lingkungan. 
Misalnya: lingkungan disini banyak 
beragama “Islam. 
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Trauma,Enggan Ganti 
IdentitasAgama di KTP 


Boim sapaan akrabnya mengatakan terbit 
atau tidaknya putusan MK. Sebetulnya 
tidak berpengaruh secara signifikan. 
Mungkin ada beberapa orang yang merasa 
terbantu dengan adanya putusan tersebut. 
“Itu kembali kepada kepentingan pihak 
masing-masing,” tambah bapak dua anak 


ber- 


mempunyai 


sendiri 


ektor pekerjaan. 
a ketika menikahi. 
ada putasan MK itu saya tetap akan 
tapi tetap menjalankan 
Trijaya. 


, engungkapkan meski putusan 


$ 


“Sebab yang berKTP agama tidak mau 


embawa angin segar bagi kami. 
i nampaknya sama saja tidak ada 
rubahan yang signifikan. 


merubah ke kepercayaan. Karena masih 
takut, dan trauma. Sedangkan yang 
sudah strip (-) sudah hampir pasti akan 
merubah ke kepercayaan,” ujarnya. 


Norlan berharap agar semuanya mau 
merubah yang strip (-) ke kepercayaan. 
Karena kalau kosong menjadi masalah, 
belum lagi dimata masyarakat tidak 
begitu baik. 


Namun meski ada putusan MK, dia 
mengungkapkan meski ada putusan MK, 
tidak menjamin untuk warganya mau 
berpindah. Sebab beberapa orang masih 
trauma dengan masa lalu. 


Dia kalau 
keinginan dan harapan tentunya ada 


mengatakan berbicara 
untuk merubahnya. Akan tetapi saya 
masih menghormati lingkungan terutama 
lingkungan keluarga. “Ahirnya mau tidak 
mau saya harus mengalah, dan KTP saya 
masih beragama Islam,” ungkap Sukanto 
kepada reporter Majalah Justisia di 
rumahnya di, Minggu (7/01/18). Ijl 


M. Syaifur Rohman W. 
Hasan Ainul yagin 
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utusan Mahkamah Konstitusi 
(MK) dalam mengabulkan 
uji materi UU No 24 Tahun 
2013 atas perubahan UU No 23 
Tahun 2006 tentang Adminduk. Uji 
materi terkait kolom agama KTP 
bagi kelompok-kelompok yang tidak 
mengikuti enam agama yang di akui 


pemeritah. 


Dalam keputusanya, di sebutkan 
bahwa untuk kolom agama pada 
KTP sebagaimana disebutkan 
dalam UU No 23 Tahun 2006 bagi 
masyarakat penganut Kepercayaan 
kolom 
mereka. berkat 
perjuangan mendapatkan — hak 
yang dilakukan 
MK  mengabulkannya. 


dapat mengosongkan 


agama Namun 
terus akhirnya 
Sehingga 
dalam KTP kolom agama untuk 
para Penganut Kepercayaan tak lagi 
kososng, mereka dapat menuliskan 
“Penganut Kepercayaan” pada kolom 
KTP mereka. 


Pada kenyataannya masyarakat di 
luar enam agama tersebut tidak 
hanya Penganut Kepercayaan, namun 
ada juga yang mengakuinya sebagai 
Agama Adam. Mereka menolak 
dimasukan — sebagai — Penganut 
Kepercayaan, karena tidak sesuai 


dengan agama mereka. 


Salah satunya adalah sKomunitas 


mereka tersebar 


Sedulur 


Sikep, 
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sepanjang pesisir utara Jawa. 
Mereka tetap kukuh bahwa 
ajaran mereka bukan, sebagai 
ajaran kepercayaansmelainkan 
Agama Adam dalam istilah 


mereka. 


“Saya Cuma, mau'meneruskan 


ajarane leluhur saya, ” ajaran 
leluhur itu, mengakui bahwa 
orang-orang Sikep mempunyai 
agama, Agama Adamsini yang 
sesuai dalam ajaran 'kita,” jelas 
tetua komunitas Sikep di Desa 
Larik Rejo, Undaan Kudus, Budi 


Santoso: 


Terkait'putusan MK yang hanya 
membolehkan menuliskan 
Penghayat Kepercayaan dalam 
kolom KTP, Budi menyatakan 


tetap menyambut baik putusan 


tersebut karena mereka 
turut memperjuangkannya. 
Meskipun — pada — dasarnya 
komunitas mereka (Sedulur 
Sikep) bukanlah penghayat 
kepercayaan. 


“Semua itu tidak lepas dari 
usaha kita dan saudara semua, 
sebenarnya pemerintah tidak 


punya wewenang mengakui 


atau menolak masalah agama yang di 


anut oleh warga negaranya, karena ini 
sudah salah kaprah, yang akhirnya kita 
mengikut saja,” timpal nya dengan tegas. 


Ketika pemerintah meminta mereka 
untuk masuk golongan Penganut 
Kepercayaan sebenanya tetap keberatan, 


karena tidak sesuai ajaran mereka. 


“Karena kita di minta memilih enam 
yang diakui 
kalo tidak mau masih sebagai kaum 


agama pemerintah, 
penghayat, padahal yang di ajarkan 
leluhur kita bukan penghayat, tapi itu 
agama,” Imbuh bapak tiga anak ini saat 


di temui Justisia di kediamannya. 


Para pemohon yang mengajukan uji 


materi dari semuanya merupakan para 
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panganut — kepercayaan, Para penganut Kepercayaan yang selama ini mengosongi — Purbadi Nugroho, salah satu penganut 
tidak ada yang Agama kolom KTP nya, termasuk Budi mengaku bahwa dalam ' Agama Bahai yang tinggal di Desa 
Adam. Salah satunya waktu dekan akan mencoba merubah KTP mereka,  Cebolek Kecamatan Mergoyoso Kab 
adalah perwakilan dari dengan format Penganut Kepercayaan dalam kolom Pati mengatakan bahwa terbitnya 
Warga Sapta Dharma yang ' agama. Namun Budi mengaku telah encoba mendatangi putusan MK bisa membuat akses 
berasal dari Jawa Tengah. kantor catatan sipil setempat, namun belum ada administrasi mereka menjadi mudah, 
Tetapi Budi percayabahwa mekanisme penjelasan terkait dari Kemendagri. yang selama ini terganjal persoalan 
usaha teman-teman 
penghayat — kepercayaan 
selama ini juga bagian dari 
perjuannya juga, sehingga 
meski belum sepenuhnya 
seperti yang di harapan, 
ia masih bisa sedikit 
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menerimanya. 


“Sudah jelas artinya apa, 
mungkin karena itu 
dari mereka (Penganut 


Kepercayaan) walaupun 


sekarang ini belum sesuai 

dengan harapan kami. “Saya sudah mendatangi Dukcapil, tapi jawaban mereka agama mereka, belum di akui 
Kami bisa menerima, belum ada Juknis terkait perubahansKTP untuk penganut pemerintah. 

dalam arti bisa mencakup, kepercayaan,” seloroh Budi, seraya menjelaskan. 


. Pena “Mudah-mudahan bisa (akses 
dalam perjuangan ini 


Tania ai aratan mintak Hal serupa selamajini juga dirasakan oleh para pengikut mudah), seperti kelompok 
.» agama Bahai. Alasan dasarnya masih sama karena agama penghayat kita merasa senang, 

golongan tertentu saja, . . aa Sapi . - 
Bahai belumsmendapatilegalitas dari pemerintah. artinya bisa di akui pemerintah, 


Imbuh Budi kembali. 


ujarnya saat di temui tim Justisia 


di kediamannya awal Januari ini. 


Lebih dari itu, ia berharap segala 
keperluan adminduk bagi warga 
Baha'i bisa dilayani dengan baik. 


“Sehingga untuk mengurus 
administrasi kependudukan 
seperti akta nikah dan lain- 
lain bisa, karena selama ini kita 
(Bahai) mengurus seperti itu di 
tolak terus,” jelas Purbadi, yang 
merupakan generasi ke-2 pengiut 
Bahai di Cebolek. 


Mengingat putusan MK soal penganut 
Kepercayaan, Purbadi menyatakan 
bahwa tetap mempunyai keinginan 
hak-hak 


mereka juga. Ia sangat berharap 


untuk memperjuangkan 
nantinya Agama Baha'i bisa disebutkan 
dalam KTP. 


bahwa 


perjuangan teman-teman, penghayat 


Senada — dengan Budi, 
tidak semata untuk golongan mereka 
saja, namun juga untuk,seluruh agama- 
agama minoritas yang selama ini masih 
tersisihkan, termasusBaha'i juga yang 


selama ini belum di akui. 


“Ini (putusan MK) bagian dari kita 


juga,” imbuhnya. 


Soal keberadaan Bahai di Idonesia, 
sebenarnya Dirjen Kemenag pernah 
mengeluarkan SK, menetapkah bahwa 
Baha'i adalah sebuah agama yang resmi, 
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namun belum untuk Kemendagri. 


“Sebetulnya kita sudah dapat SK dari 
Dirjen,Kemenag bahwa. agama Bahai 
ini memang sebuah agama. Sehingga 
negara harus simelayani itu semua, 
catatan sipil dan Jain sebagainya, hanya 
saja dari Kemendagri terus mengkajnya 
tanpa,ada putusan finalnya,” imbuhnya 


menjelaskan. 


Purbadi bahkan sedikit kecewa, 
semestinya persoalan agama adalah 
suatu hak yang asasi bagi setiap orang, 
sehingga pemerintah tidak berwenang 
untuk turut campur persoalan ini. 
Akhirnya ketika sebagian mereka 
dipaksa untuk memilih salah satu 
agama yang diaui untuk di cantumkan 
dalam KTP ia memilih untuk bertahan. 
Bagaimanapun mereka tidak mau 
untuk mengingkari ajaran agama 


mereka hanya untuk persoalan KTP. 


“Sebenarnya masalah agama hak 
asasi yang paling asasi, tidak boleh di 
paksakan bagaimanapun keadaanya 
kita akan terus bertahan kita tidak 
akan ingkar terhadap tuhan, karena 
kita takut ketika kita inkar disini tapi 
nanti kita harus mempertanggung 
jawabkannya,” imbuh anak ketiga Pak 
Jamali, yang merupakan salah satu 
orang yang pertama mengikuti agama 
Bahai di Desa Cebolek. 


Di Jawa Tengah, pengikut Agama 
Baha'i hanya terdapat di Desa Cebolek, 
Mergoyoso Pati, secara keseluruhan 
tersapat 7 kepala keluarga dengan 
rincian 20 an jiwa, yang seluruhnya 
selama ini mengosongi kolom agama 
dalam KTP mereka. Ada kemungkinan 
sebagian dari mereka akan mengajukan 
perubahan KTP dengan format yang 
baru. Jjj 

M. Mufti Muaddib IE 
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Majelis Ulama Indonesia 
(MUI) merupakan salah satu 


lembaga yang menolak putusan 


Mahkamah Konstitusi (MK) 
mengenai kolom agama di Kart 


Penduduk (KTP) bagi penganut 
kepercayaan. 


Ketua MUI Jawa 

Tengah (Jateng), 

Ahmad Daroji, 
mengatakan, pasca putusan 
MK pihaknya bersama 
Deawan PenasehatitMUT 
Jateng, Ali Mufizsdiutus 
sebagai perwakilan MUI 
Jateng untuk menemui 
Ketua MUI Pusat, 
Maruf Amin, guna 
menyampaikan tanggapan 
MUI Jateng terkait putusan 
MK tersebut. 


Menurut Daroji, tidak 
seharusnya MK menyetujui 
masuknya kelompok 


| 


TUM: 


KOLONG 
Kian 


Ketua.MUWJawa lengah: 


Bukan Masalah 


penghayat kepercayaan 
dalam kolom agama di 
KTPidengan pertimbangan 
bahwasanya jumlah 
penghayat kepercayaan 
yang terlalu sedikit 

tidak sebanding dengan 
jumlah-pemeluk agama di 


Indonesia. 


Identitas merupakan 
sebuah ciri, beberapa hal 
di antaranya memiliki 
kesamaan dengan 
kelompok orang banyak. 
Misalnya, mereka yang 
beragama Islam, Katholik, 
Kristen, maupun yang lain 


tentu memiliki kesamaan 
dengan orang lain. 


“Seandainya kepercayaan 
hendak dicantumkan 
dalam kolom agama 
di KTP, harus jelas 
kepercayaan mana yang 
mau dicantumkan? Apakah 
semua, atau tertentu saja 
yang mendapat izin dari 
MK?, kata Daroji saat 
ditemui reporter Justisia di 
kantor MUI Jateng, Selasa 
30 Januari 2018. 


Daroji menggambarkan, 
semisal jumlah penghayat 


Penurunan Populasi 
' Penganut Agama Islam 


Keluarga (KK) dan Kartu Tanda 


di Indonesia sedikitnya 

ada 400 orang, hingga 
kemudian masing-masing 
nama kelompok mereka 
dicantumkan dalam KTP. 
Apakah jumlah dari masing- 
masing kelompok penghayat 
ini sebanding dengan 


jumlah pemeluk agama? 


“Sebagai contohnya begini, 
di Indonesia umat Islam 
menempati peringkat 
pertama terkait kuantitas 
dengan akumulasi 
prosentase sebesar 8596 
dari 250 juta penduduk 


Indonesia. Ini tentu 
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menghasilkan perbandingan 
yang tidak seimbang 

antara jumlah penghayat 
dengan agama-agama yang 
telah diakui sebelumnya,” 
tegasnya. 


Daroji menegaskan, 
kepercayaan tidak setara 
dengan agama. Kata “setara 
berarti antara kedua hal yang 
dibandingkan mempunyai 
kedudukan yang sama. 


“Kalimat yang diucapan 

MK dalam putusannya 
menyatakan bahwa 
kepercayaan setara 

dengan agama. Padahal 
kenyataannya berbeda. 
Bagaimana mungkin agama 
yang datangnya dari Allah 
bisa setara kepercayaan yang 
datangnya tidak dari Allah?,” 


tuturnya. 


MUI memberikan satu 
usulan sebagai solusi, agar 
penganut kepercayaan 
dibuatkan kartu identitas 
khusus. Identitas mengenai 
kepercayaan ini bisa jadi 
dibuatkan dalam suatu KTP. 


khusus atau Kartu Keluatga J 


(KK) khusus. 


Mantan Dekan Fakultas 
Syariah dan Hukum 

UIN Walisongo tersebut 
mengutarakan, bahwa 
tanggapan dan solusi yang 
dikeluarkan MUI tidak ada 
sangkut pautnya dengan 
apapun yang berbau 
diskriminasi. 


“Maksudnya bukan 
diskriminasi, pada 
dasarnya antara agama dan 
kepercayaan itu dibedakan. 
Agama ini merupakan 
identitas, sementara 
kepercayaan bukan. Jika 
penghayat tidak mau 


mencantumkan agama lain 


dalam KTP mereka, nfaka 
kosongkan saja kolom 


agama,” tambahnya, 


Kyai sepuhyyang kini 
menjabat sebagai Ketua /' 
Umum,MUI Jawa Tenigah 
untuk yang,kedua kalinya" 
tersebut juga mengatakan? 
MUI Jateng maupun MUI 


(Pusat telah mengambil 
" langkah dengan melakukan 


. t4 
BELA 


upaya koordinasi dengan 
ormas-ormas yang ada di 
sekitar lingkup regional 


mereka. 


“Dari koordinasi ini 
diharapkan Presiden 
Indonesia dapat bijak 
mengambil langkah, 
sehingga tidak membuat 
keresahan atau membuat 
kebijakan yang kontra- 
produktif” terangnya: 


MUI tidak £”— 
mempermasalahkan 
adanya kumungkinan 
mehurunnya jumlah 
populasi Islamdari segi 
datamkependudukan, W 
Tidak semua penghayat 


mencantumkan Islam 


“sebagai identitas di KTP. 


Jadi penurunan tidak 


"begitw'Signifikan. 


. “Sebut saja misal 


“paling banyak ada satu 


juta orang pengahayat 
kepercayaan di seluruh 


Indonesia. Kemudian 
kita bandingkan dengan 
jumlah penganut agama 
Islam sebanyak 220 juta, 
jadi tidak ada masalah 
dengan hal tersebut. 
Kemungkinan penurunan 
tersebut hanya akan 
menurunkan prosentase 
sebesar,satu persen,” 


Nwujarnya. 


Daroji fathambahkan, 


#yang dikhawatirkan dari 


pencantuman kepercayaan 


“dalam kolom agama 


di KTP adalah dengan 
jumlah penghayatnya 
yang sedikit ini mampu 
menimbulkan kerepotan 
bagi pemerintah jika 
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suatu saat masing- 
masing kelompok 
mereka meminta fasilitas 
atau yang lain karena 
jumlahnya tidak terlalu 
banyak. 


“Jika ingin diakui, 

kami menyarankan 
supaya kepercayaan 
berada di bawah 

naungan Kemendikbud 
(Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan), 

bukan di bawah 

naungan Kemenag 
(Kementerian Agama). 
Karena kepercayaan 
berbeda dengan agama. 
Dan ia merupakan 

hasil interpretasi 
terhadap kondisi sosial 
kebudayaan, tutupnya. (jl 
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PUTUSAN MK 
MELINDUNGI SEGENAP 
BANGSA INDONESIA 


Mahkamah... Konstitusi, 
(MK) mengenaikolom agama pada 
Kartu Tanda Penduduk (KTP) 
bagi penghayat kepercayaan menuai pro 


utusan 


kontra “dikalangan masyarakat. 


Pakar Hukum Tata Negara, Umbu Rauta, 
mengatakan, putusan “Mk merupakan 
putusan akhir dan “bersifat mengikat. 


Semua elemens harus menerimanya. 


“Saya mengapresiasi putusan tersebut 
karena dalam hal ini negara wajib 
menjamin hak konstitusional warga 
negara, salah satunya jaminan bagi 
penghayat kepercayaan,” kata alumni 
Universitas Padjadjaran saat diwawancarai 


melalui via WhatsApp, 6 Februari 2018. 


UKSW 
itu menegaskan, putusan MK tidak 


Dosen Hukum Konstitusi 
bertentangan dengan konstitusi. “Putusan 
Mk tersebut justru sejalan dengan jiwa 
dan semangat Pembukaan serta Batang 
Tubuh UUD Tahun 1945” ujarnya. 


Umbu menambahkan, pasca putusan 


MK pemerintah harus segera membuat 
petunjuk teknis atau regulasi turunan 
dari putusan MK tersebut. Artinya, 
pemerintah mesti taat pada paraturan 


perundang-undangan. 


“Tugas pemerintah yaitu menjalankan 
putusan MK, yaitu menghargai hak 
penghayat kepercayaan dengan 

data 
kependudukan tentang agama di Kartu 
Keluarga (KK) maupun KTP elektronik. 


Pada hakikatnya penghayat kepercayaan 


cara mencantumkan elemen 


sama dengan atau bisa diartikan agama,” 
tegas Ketua Prodi Magister Ilmu Hukum 
Wacana 


Universitas Kristen 


(UKSW). 


Setya 


Dampak bagi kehidupan bernegara 


pasca putusan MK tersebut yaitu 


negara Indonesia sungguh memberikan 
perlindungan bagi segenap bangsa 
Indonesia, baik pendukung yang 


beragama maupun penghayat 
kepercayaan. (j| 
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asca Mahkamah 

Konstitusi (MK) 

menetapkan 

putusan penganut 
kepercayaan untuk 
mencantumkan kolom 
agama diisi kepercayaan 
dalam Kartu Keluarga 
(KK) maupun Kartu 
Tanda Penduduk (KK) 
menuai kontroversi dan 
mencengangkan banyak 
kalangan. Salah satunya 
dari kalangan Muslim. 
Indoensia yang mayoritas 
penduduknya Muslim tidak 
menduga-duga dengan 
manuver-manuyer politik 
yang dilakukan MK. 


Indoneisa memang 
bukan negara agama atau 
negara sekuler. Namun 
bukan berarti seenakanya 
menyingkirkan nilai-nilai 
agama. Adahukum yang 
melindungi bangsa, semua 
golongan sama dimata 
hukum dan mendapat 
kedudukan yang sama. 
Tidak pandang itu, Islam, 
Budha, dan agama lainnya, 


tak terkecuali dengan Aliran 


kepercayaan. 


mw 


tu 
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Putusan MK, 

Relasi antara 
Politisasi Agama & 
Aliran Kepercayaan 


Kemerdekaan 

bukan hasil 
orang melainkan 
darah 
Setiap masyarakat 


bangsa 
Indoneisa, 
segelintir 
segenap tumpah 
Indonesia. 
yang ikut memperjuangkan 
kemerdekaan harus 
dan diberi wkedudukan dan 


hak yangssama sebagai warga 


dihargai 


negara... Olehwu, karenanya, 
sebuah ironi jika negara masih 
mendiskriminasikan penghayat 
tidak 


mengakui hak-haknya sebagai 


kepercayaan dan 


warga negaran hanya karena 


berbeda . “keyakinan. 


Penganut kepercayaan,” mempunyai 
kedudukan, yang samav dengan orang 
beragama. Mereka“berhak atas hak untuk 
berserikat dan “berpendapat. Undang 
undang Dasars.1945 pasal 28E ayat (1) 
membahas .tentang hak memeluk agama 
sedangkan ayat (2) membahas tentang hak 
memeluk agama sesuai dengan kepercayaan 
dan keyakinannya. Selain dalam regulasi 
nasional, kebebasan beragama juga 
terdapat dalam Declaration of Human Right 
(DUHAM) pasal 18 menyatakan bahwa 
setiap orang berhak atas kemerdekaan 
berfikir, berkeyakinan, dan beragama. Hak 


ini mencakup kebebasan beragama atau 


keper-cayaan. A 


Relasi Agama dan 
Politik 


Kebebasan berpolitik juga diatur dalam 
pasal 23 ayat (1) yang menyatakan bahwa 
setiap orang bebas untuk memilih dan 
mempunyai keyakinan politiknya. (2) setiap 
orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan 
dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati 
nuraninya, secar lisan atau tulisan melalui 
media cetak maupun elektronik dengan 
memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, 
ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan 


bangsa. 


Perbedaan fungsi agama dan politik 
terletak pada ruang dan waktu. Kalau 
agama bersifat umum, univesal, dan 
menyeluruh, sedangkan politik bersifat 
kesukuan dan terbatas dalam ruang dan 
waktu. Oleh karena itu, membatasi agama 
pada politik sama dengan membatasinya 
pada daerah dan kelompok tetentu. 


Agama cenderung memberi inspirasi 


kepada manusia agar menjadi 


sebaik-baik makhluk sesuai 


————.f 
ad dengan keburukanyas, Oleh 
NA karena» itus / menjalankan 


politik-atas namaragama sama 
saja dengan mengubah agama 
menjadi kelompok-kelompok 
yang saling bertentanganwdan 


berlawanan tanpa ujung. 


Maka dari itu, kalau kita 
mengamalkan nilai-nilai pancasila 
dan mempraktekkan hukum 
positif, didalamnya diatur sudah 
jelas. Semua warga negara berhak 
mendapatkan akses hak sipilnya. 
Jadi, putusan MK ini bukan suatu 
yang sembarangan. Karena setelah 
ini, status mereka telah diakui 
oleh negara yang sebelumnya 
tidak diakui, 


bisa mengakses layanan sosial 


bahkan mereka 


politik mereka yang sebelumnya 
diabatasi oleh pemerintah» Sudah 
selayaknya penganutskepercayaan 
diakui pemerintah. Kini angin 
segar telahwtiba buat aliran 
kepercayaan. Karena sebelumnya, 
mereka mendapat diskriminatif. 


oleh pemerintah. 


Dalam aduan tersebut, MK 
mengakaji ulang # pasal 61 ayat 2 
tentang Administrasi Kependudukan 
(Adminduk)s, dimana dalam pasal 
disebutkan 


tersebut bahwa bagi 


penduduk yang agamanya belum 
diakui sebagai agama, berdasarkan 
ketentuan perundang-undangan atau 
bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, 
tetapi tetap dilayani dan diacatat dalam 


database kependudukan. 


Berdasarkan purtusan MK, Arief 


Hidayat menilai, kata “agama” yang ada 
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Menjalankan politik 
atas nama agama 
sama saja dengan 
mengubah agama 


menjadi kelompok- 
kelompok.yang 
saling,bertentangan 
dan berlawanan 


tanpa ujung. 


Di Jawa Tengah sendiri, 


berdasarkan survei — laporan 
tahunan Lembaga Studi Sosial dan 
Agama ( eLSA ) pada tahu 2012 
tercatat 293 penghayat kepercayaan 
dijawa tengah, 43 sudah tidak aktif. 
Dimana, pada tahun 2013, aliran 
kepercayaan naik menjadi 188.127. 
Namun, dilihat pada eksistensinya, 
hanya 56 yang masih aktif, 8 sudah 
tidak aktif. Sementara 10 belum 


terinventarisir. 


Mahkamah 


Konstitusi sejak memutuskan 


Perjalanan 


dan menetapkan kolom agama 
dalam Kartu Tanda Penduduk 
(e-KTP), dan Kartu Keluarga 
(KK), tidak yang 
diperkirakan Banyak 


semulus 
MK. 


pada pasal 61 ayat (1) dan pasal 64 ayat 
(1) UU Adminduk tersebut dinyatakan 
beretentangan dengan UUD 1945 dan tidak 
mempunyai kekuatan hukum mengikat. 
Setelah itu akan di tindak lanjuti oleh 
Menteri Dalam Negeru (Mendagri) soal 
sejumlah pasal dalam UU Adminduk yang 


dinilai diskriminatif. 


protes dari berbagai pihak, baik 
ormas maupun partai politik. 
Mereka menepis keputusan MK 
dengan alasan bahwa agama 
tidak boleh di sejajarkan dengan 
kepercayaan. Selain itu, banyak 


pihak yang khawatir, jikalau 
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itu diberlakukan nantinya akan Contoh kecil diskriminatif Selama ini, aliran kepercayaan di Indonesia 
disalahgunakan oleh orang-orang ' yang dilakukan oleh pejabat sering di tuduh oleh negara terutama pada masa 
yang beragama untuk kepentinga — negara terhadap aliran pemerintahan Soeharto sebagai bagian dari 
pribadi. Mereka khawatir akan | kepercayaan Sapta Darma di organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia. 
membuka kesempatan untuk | Brebes. Dimana, aliran tersebut sehingga dampaknya, ketakutan ketika mau 


bisa berlindung dengan dalih | dilarang oleh Polsek , pihak di data. Misalkan penghayat Kepribaden yang 

kepercayaan semakin terbuka ” Kecamatan dan Kantor Urusan mencantumkan agamanya sebagai Islam. Dan 

lebar. Mereka yang beragama akan | Agama (KUA) untuk tidak untuk menjadi penghayat kepercayaan dahulu 

meninggalkan kewajiban agama | dimakamkan di pemakaman sangta beresiko. 

nya dengan lindungan “aliran ' umum setempat. Alasannya 

kepercayaan. sangat sepele sekali, hanya karena 
aliran tersebut melaksanakan 


ritual dengan sujud ke timur, 


Di nam | ka mereka di anggap sesat. Kasus ini 
Di skri m ia Si terjadi pada korban meninggal 
A | | ran bernama Marto Mardin. Marto 
Kepercayaan 
di Indonesia 


meninggalkan keluarga bernama 
Muri. Muri sang anak sempat 
memperjuangan pemakaman 


Sikap diskriminatif terhadap ayahnya untuk bisadimakamkan 


aliran kepercayaan sudah terjadi di pemakaman, umu, daerah 


sejal lama sekali. Yaitu, sejak setempat. Namuntidak ada . Naa Mma 
zaman pemerintahan Soeharta hasilnyagmalahah muri difajak Pa ea Pn 
atau zaman Orde Baru. Pada Affatuk pindah Yagama. Profesor Teologi Universitas Notre 


Dame Amerika Serikat, Mur”im Sirry. 


masa ini Indonesia terjebak NN | : B 
in di bes, diskrimanasi Bagi Mun'im, pengawalan politik 


pada rezimentasi Orde Baru 


yang sepintas lebih memberikan Kena juga terjadildibenatana kan paka Ds aa 
gerak bagi agamasiNamun pada kota , salah satunya terjadi gebujuga berarti penggunaan agama 
dasarnya mematiMA dan difasi. di kota Kudus.“ Korbanya terjadi sebagai instrumen politik. Keduanya 

ada aliran kepercayaan Sedulur akan berakibat pada pergeseran 


Sejak saat itu hingga — sekarang, | 
Sikep. Akibat diskrimiasi itu, peran agama ke ruang publik 


dalam Kartu Tanda Penduduk secara berlebihan. Padahal semakin 
(KTP) dikosongkan dengan alasan seringnya agama digunakan sebagai 
kepercayaan tersebut — belum alat politik, semakin Ia kehilangan 
terdaftar di Kesatuan Bangsa dan peran profetiknya, yakni peran 
Politik (Kesbangpol). Dampaknya, untuk mengoreksi ketimpangan 


Indonesia sudah dilanda fanatisme 
agama dan intoleransi agama N 
terus  menggebu-gebu ».tehadap 1 
masyarakat minoritas. Sehingga, 
peluang untuk saling menyalahkan 


atau bahkan menjatuhkan satu 


sama lainya diperkirakan akan mereka tidak bisa mencatatkan dan ketidakadilan. Munim menilai, 
semakin memanas. pernikahannya di negara. Karena politisasi agama di Indonesia semakin 
untuk bisa dicatatkan pernikahannya menguat dengan melihat fenomena 
harus terdaftar terlebih dahulu di mobilisasi ' massa yang semakin 
Kesbangpol. sering dilakukan.Ij| 
Sunandar IM 
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WAJAH BARU 
PENGANUT KEPERCAYAAN 


y 


| 
| 
Si 


danya 6 agama yang diakui di Indonesia -Islam, Kristen Protestan, Katholik, Hindu, Buddha, Khonghucu- tidak 
selalu mengindikasikan bahwa hanya ada 6 agama yangydianut oleh masyarakat. Terlebih, bangsa Indonesia 
adalah bangsa yang kaya akan budaya. Kekayaan budaya akan melahirkan pola pemikiran yang beragam pula. 
Di sinilah Frazer mengatakan, bahwa manusia dalam memecahkan masalah di kehidupannya akan menggunakan akal 
pikiran dan pengetahuan. Akal manusia bersifat terbatas, semakin rendah budaya manusia semakin kecil dan terbatas 
kemampuan akal dan pikiran,manusia. Sehingga sangat dimungkinkan bahwa besaran jumlah agama ataupun kepercayaan 


yang ada di Indonesia sangat'melimpah. 


Agama bisa melahirkan,kebudayaan, begitupun Lain halnya dengan agama 


seba-liknya. Namun keduanya, -agama dan kebudayaan. Agama kebudayaan 


budaya- adalah#'dua variabel #yang berbeda. adalah kepercayaan tentang Tuhan 


Agama identik sebagai produk dari Tuhan, sedang yang berasal dari kebudayaan. 


kebudayaan identik sebagairhasil cipta, karya, dan Timbulnya kepercayaan ini karena 


be ea as buah dari pemikiran manusia bahwa 


semua yang ada saat ini telah didesain 


Penggabungan dua kata, agama dan kebudayaan jegsibintgasehinepa hentapal bentuk 


melahirkan istilah “kebudayaan agama dan tertera wani barang tentu di Tiar 


agama kebudayaan: Kebudayaan agama timbul Lemanyha shm dsntang sisa 


dari sebuah agama yang kemudian melahirkan Mike indian Skosnga mekndi 


kebudayaan-kebudayaan. Seperti contoh Agama mia saman Tan ate Gnpdag 


Islam yang menciptakan masjid-masjid ataupun Sebagai “aula 


kaligrafi sebagai sebuah kebudayaan khas Islam. 
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Boleh dikatakan “kurang pas ketika 


menganggap semata-mata hanya 
ada 6 agama di Indonesia. Agama 
asli nusantara -yang lebih dikenal 
dengan aliran penganut kepercayaan 
animisme-dinamisme- telah lama ada 
bahkan sebelum negara Indonesia ini 
terbentuk. VOA Indonesia melansir, 
bahwa di Indonesia terdapat sekitar 190 
kelompok atau organisasi Penghayat 
Kepercayaan dengan jumlah pengikut 
yang diperkirakan mencapai 12 juta 


orang. 


Dalam Pancasila dan pasal 29 ayat 2 
Undang-Undang Dasar (UUD) Negara 
Republik Indonesia tahun 1945 juga 
disebutkan bahwa setiap warga Negara 
Indonesia harus percaya akan adanya 
Tuhan Yang Maha Esa. Terkait teknis 
pelaksanaannya dapat dilakukan dengan 
cara menganut suatu agama kemudian 
patuh dan taat atas segala peraturannya, 
ataupun dengan menganut kepercayaan 
tertentu. Sehingga jelas, bahwa penganut 
kepercayaan boleh adanya. Justru 
yang menjadi larangan di sini adalah 
adanya paham yang menentang adanya 


ketuhanan atau atheisme. 
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Penghinaan 

atas atheisisme 
terhadap mereka 
(Penghayat) 
akan berganti 


menjadi sebuah 
pengakuan 
bahwa mereka 
masyarakat 
berketuhanan. 


Adanya putusan Mahkamah Konstitusi 
terkait pembatalan pasal 61 ayat 1 dan 
pasal 64 ayat 1.Undang-undang (UU) 
Administrasi wmKependudukan 


2017, 


pada 
November seolah “ membawa 
angin segar “bagi kalangan penghayat 
kepercayaan, di Indonesia. Tidak jarang 
selama ini mereka mendapatkan perlakuan 
yang tidak adil selayaknya para pemeluk 
agama pada umumnya, baik dalam hal 
pendidikan, pelayanan kependudukan, 


hingga. hal penerimaan pekerjaan. 


foto: Danil 


Putusan ini juga turut mengurangi 
stigma negatif masyarakat terhadap 
orang “ber-KTP strip pada kolom 
Tidak 


penganut kepercayaan dianggap sebagai 


agamanya. jarang, seorang 
orang atheis atau orang yang nir-agama. 
Sedangkan, di sisi lain mereka memiliki 
“Tuhan 


mempunyai ajaran tentang berbuat baik 


yang mereka yakini dan 
kepada. sesama "serta sikap mencintai 


tanah air. 


Selain itu, mereka yang masih duduk di 
bangku pendidikan juga dituntut untuk 
tunduk, pada salah satu agama yang 
resmi-(diakui) di Indonesia. Kejadian 
semacam ini, menurut Ketua Mahkamah 
Konstitusi Arief Hidayat merupakan 
pembohongan publik, di mana mereka 
semestinya bukan penganut salah satu 
dari agama A, B, atau C, diharuskan 


untuk memilih salah satu dari ketiganya 


sebagai formalisasi administrasi 
kependudukan, pendidikan ataupun 
yang lainnya. 
Ketua Presidium 
Majelis Luhur 


Kepercayaan Indonesia 
Pusat, Naen Soeryono 
pun turut mengamini 
bahwa 


sangat tepat. Pasalnya, 


putusan ini 
adanya putusan ini 
bisa membawa dampak 
yang positif, terutama 
terhadap hak-hak sipil 
masyarakat penghayat 


kepercayaan. 


Dalam konsep HAM, kebebasan 


beragama masuk ke dalam koridor 
Konvensi Internasional hak Sipil dan hak 


Politik (SIPOL). Hak ini termasuk non- 


tiap-tiap 


Keperdataan 


Banyaknya jumlah penghayat kepercayaan di negeri ini tidak 
dapat diingkari keberadaannya. Mereka tersebar hampir di 
seluruh penjuru nusantara. Suatu pola pikir atau keyakinan 


yang lahir dari rahim nusantara sendiri. 


Penghayat kepercayaan dapat dikualifikasikan ke dalam dua 
kelompiok besar. Pertama, para penghayat yang memang 
murni hanya menjadi penghayat kepercayaan. Kedua, para 
penghayat kepercayaan yang sekaligus merangkap sebagai 
pemeluk agama-agama tertentu. Seperti Hindu, Buddha, 
Kristen Protestan, Katholik, dan sebagian besar Islam tercatat 
(mengaku beragama Islam namun tidak menjalankan 
kewajiban beragama secara penuh). (Ki R. Poedjijo 
Prawirohardjono, 1987: 72) 


Dalam hubungan keperdataan, praktis” hanya 
soal perkawinan yang paling dominan dibahas. 
Selebihnya terkait hubungan vertikal masing- 


masing individu dengan Tuhannya. 


Suatu perkawinan dapat dikatakan sahyjika dilakukan menurut 
peraturan agama masingmasing. Termasuk pelaksanaan 
perkawinan menurut para penghayat kepercayaan yang diatur 
dalam Undang-undang (UU) Perkawinan No. 1 Tahun 1974 
dan Petunjuk Pelaksanaannya dalam»Peraturan Pemerintah No. 
9 Tahun 1975, bahwa: (2) Bagi penghayat yang tidak memeluk 
agama, pencatatannya pada Pemerintah Pegawai Pencatatan 
Sipil, dan dilakukan dengan menghadirkan dua orang saksi, 
(b) Bagi yang merangkap menjadi pemeluk Agama Islam diberi 
kebebasan untuk memilih mencatatkan ke Kantor Urusan 
Agama (KUA) atau mencatatkan ke Kantor Pencatatan Sipil, 
(c) Bagi yang merangkap menjadi pemeluk agama selain Islam 
(Hindu, Buddha, Protestan, Katholik), pencatatannya ke Kantor 


Pencatatan Sipil. 


derogable, yang artinya tidak bisa 
dikurangi ataupun dihilangkan dari 


k 
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Sehingga, pemerintah harus 


melaksanakannya. 


individu masyarakatnya. 


beritagar.id 


enyata an bahwa setiap warga 
antit agama ataupun kepercayaan 


1 MA 


database kependudukan. Namun, 


k salah satu dari enam agama 


onesia akan tetap dilayani dan 


Tai Mpendudufa (KTP) tidak boleh diisi dengan 
ma kepercayaan yang dianutnya karena dianggap 
erpotensi memicu kegaduhan dan mengganggu 


stabilitas kerukunan beragama. 


Setelah Mahkamah Konstitusi ' memutuskan 
untuk membatalkan pasal 61 dan 64 UU No. 
23 Tahun 2006, sudah barang tentu masyarakat 
penghayat kepercayaan akan mendapatkan hak- 
hak sipil mereka. Seperti dicatatkan nama identitas 
kepercayaannya di kolom agama KTP dan KK 
mereka. 'Penghinaan atas atheisisme terhadap 
mereka sedikit banyak akan berganti menjadi 
sebuah pengakuan bahwa mereka masyarakat 
berketuhanan. Dan yang paling mendasar, mereka 
mereka berhak untuk diakuisebagai warga negara 
yang seutuhnya karena telah mengamalkan sila 


Ketuhanan Yang Maha Esa. Jl 


Afif Maulana A.K. 
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gama menurut  Emile 
Durkheim 


keterpaduan sistem yang 


merupakan 


terdiri atas kepercayaan 
dan praktik tentang hal yang suci. 
Artinya, ketika komponen kepercayaan 
dan praktik yang suci memiliki 
keterpaduan maka dapat dikatakan 
sebagai agama bukan. Di alam dunia ini 
manusia menjadi objek bersinggahnya 


sebuah agama yang menjadikan sebagai 


kebutuhan rohani. 

Dalam sejarah perjalananya, 
agama memiliki pengaruh bagi 
keberlangsungan — hidup — manusia 


dan Negara. Masih ingatkah dengan 
(Gold-Glory-Gospel) 
yang di usung oleh bangsa barat 


semboyan 3G 


dalam penaklukan samudra, agama 
menjadi salah satu tujuan yang perlu 
diipertahankan dalam berlangsugnnya 
penjajahan. Karena memiliki 
identitas keagamaan dan kepercayaan 
merupakan kebanggaan tersendiri bagi 
diri pribadi, sekelompok: masyarakat, 


maupun Negara. 


Keyakinan membuat 3 manusia 
memperthankanskeimanan terhadapa 
agama maupun kepercayaan yang ia 
yakini sebuah kebenaran. Indonesia 
yang 
terselamatkan dari penjajahan tidak 


sebagai — Negara pernah 
lah terlepas dari campur tangan Tuhan 
sebagai dzat yang wajib disembah. 
Sehingga Negara Indonesia mengakui 
keberadaan agama dan kepercayaan, 
dengan menuangkan peraturan didalam 


Undang-Undang yang tertuang dalam 
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WEJANGAN 
PASAL 29 


Pancasila pada sila pertama. Dan 
memberikan perlindungan kepada 


warga Negara untuk memeluk 
dan menjalankan agama — dan 
kepercayaannya masing-masing 


sebagaimana tertuang dalam pasal 29 


Undang-Undang Dasar 1945. 


Polemik muncul ketika penulisan 
kepercayaan dalama kolom agama 
di KTP (kartu tanda, penduduk) di 
kosongkan, menganggapsbahwa KTP 
merupakan politik identitaswsemata, 
karena terbatasnya agama yang diakui 
oleh Negarassedangkan kepercayaan 
yangdianut oleh warga Negara.sendiri 
jumlahnya, melebihi jumlah agama 
yang diakui 'oleh Negara: Sehingga 
padaimplementasinya.pasal 29 seperti 
macan ompongsbagi para penganut 
kepercayaan,,yang seharusnya dapat 
memayungi namun kenyataanya tidak 
berjalan sesuai dengan fungsi dan 


formal materinya. 


Penganut kepercayaan seolah-olah 
dihilangkan dengan adanya pengakan 
terhadap lima agama di masa orde lama 
dan orde baru. Yakni Islam, Kristen, 
Katholik, Hindu, dan Budha. Dengan 
adanya tindakan diskriminatif dari 
beberapa oknum dan pihak pelayanan 
publik, serta persoalan pengalihan 
stigma sosial yang dilegalkan menjadi 
norma norma sosial, penganut aliran 
kepercayaan seolah-olah dipaksa 


untuk berpindah agama secara 
formalitas dengan agama yang diakui 
pemerintah dalam kartu identitas diri 


mereka. 


R bi Mal 


DO Ayat» 

d 2 
tu," PN. 
| & Pasal 27, 39. IN aya 4 onesin 11) 
Telah jelas pE! 
Pasal-pasal ini | 
Negara. Telah je 


Pasal 28, 29, ayat 1, 34 


. Ini mengenai kedudukar 
» baik yang hany 
maupun yang mengen 


Sesungguhnya tidak ada istilah agama 


resmi dan tidak resmi, kesalahan 
persepsi yang terjadi timbul karena 
keluarnya SK (Surat Keputusan) 
Mentri Dalam Negeri pada tahun 1974 
tentang pengisisan kolom agama di 
KTP hanya menyatakan lima agama, 
namun kemudian dimasa Presiden 
Abdurrahman Wahid menganulir 
bahwa SK tersebut bertentangan 
dengan Pasal 29 UUD 1945. Salah 
satu prestasi yang beliau emban 
selama masa pemerintahannya yakni 
memperjuangkan aliran Khonghucu 
yang 
sebelumnya pemerintah Indonesia 


menjadi — agama — resmi 
pernah melarang aliran kepercayaan 


Khonghucu melaksanakan agamanya 


terbuka diakui 
Negara sehingga Khonghucu dapat 


secara menjadi 
dicantumkan dalam kartu “identitas, 
yakni melalui keppresss.No. 6/2000. 


Menurut Penetapan Presiden (Penpres) 
No.1/PNPS/1965 junto / #Undanag- 
Undang No. 5/1969tentang Pencegahan 
Penyalahgunaan damPenodaan Agama 


secara umum  menjelaskanw bahwa 
agama-agama yang dianut oleh sebagain 
besar penduduk Indonesia adalah 


Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, 
dan Khonghucu. Meskipun demikian 
bukan 
kepercayaan lain tidak boleh tumbuh 


berarti agama-agama dan 


dan berkembang di Indonesia. Bahkan 
pemerintah berkewajiban mendorong 
membantu 


dan perkembangan 


foto: Danil 


V TERSIRAT 
UUD 1945 


agama dan aliran kepercayaan lain di 


Indonesia. 

Dalam konteks kenegaraan, aliran 
kepercayaan — sudah ada sejak 
sebelum adanya Negara Republik 
Indonesia berdiri. sedangkan agama 
yang sebagian besar dianut oleh 
masyarakat merupakan pendatang 


baru maka sudah semestinya terhadap 
penganut kepercayaan lama selama 
pelaksanaannya tidak bertentangan 


dengan peraturan perundang- 


undangnan yang "berlaku dihormati: 


Pada kenyataanya sebelum putusan 
MK No.97/PUU-XIV/2016 pemenuhan 
hak» terhadapwu penganut , kepercayaan 
tidak, ” lah 
keseluruhan, diantaranya diskriminasi 


terlaksana hampir 


dalam pelayanan “publik, termasuk 
pengosongan dengan tanda (-) didalam 
kolom. agama “di KTP, yang salah 
satunya menyebabkan para generasi 
penerus penghayat kepercayaan lambat 
laun tidak memiliki percaya diri untuk 


melanjutkan sistim nilai tradisinya. 


Pasal 29 sebagai pelindung bagi pemeluk 
dan penganut kepercayaan ketika 
mendapat ancaman dan atau perlakuan 
aktifitas 


peribadatan. Di dalam agama Islam 


yang dapat mengganggu 
sebagai salah satu agama yang diakui 
Negara Indonesia selalau menghormati 
tidak 
memberikan ancaman atau memusuhi 


agama selain Islam selama 
islam. Proses semacam ini terjadi ketika 
masa Nabi Muhammad yakni terjadinya 
Fathul Makkah. Menjadi pelajaran bagi 


umat berikutnya, sehingga Negara 


Indonesia. dapat meniru kebijakan 
Rasulullah demikian. 


Islam juga tidak melarang 
mengungkapkan" identitas baik agama 
maupun kepercayaan oleh umat 


manusia sebagaimana adanya wilayah 
kafir dalam skepemimpinan Rasulullah 
dan sahabat yang dilindungi oleh 
pemerintah islam. Maka perlu adanya 
kerja sama dalam saling menghormati 
antar umat sebagai prinsip kerukkunan 
didalam agama islam, Dalam Guran 
surat Al-Kafirun ayat 6, yang artinya 
bagimu agamamu dan bagiku agmaku. 
Dalam artian bahwa Rasul dapat 
menghimpun berbagai agama dalam 
satu wilayah dengan kerukunan yang 
ada. 


Ketika 


mengadministrasikan 


telah 
kepercayaan 
didalam 
tidak 
terlaksanakan apa bedanya dengan 


Negara 


dalam kolom agama 


KTP namun secara teknnis 
sebelum adanya perubahan peraturan 
Maka 
yang menjalar menjadi norma sosial 


tersebut. seharusnya stigma 
serta bentuk diskriminasi dari Negara 
yang berupa perlakuan berbeda harus 
Serta 


dihapuskan. memperlakukan 


setara dengan penganut agama lainya. 
yang 
menyediakan adanya mata pelajaran 


Seperti fasilitas pendidikan 
kepercayaan, pelayanan publik yang 
sama rata. Maka disini pemerintah 
sangat berperan aktif agar tidak ada 
gesekan dikemudian masa. Terutama 


dibawah naungan siapa peraturan 


kepercayaan. jl 
Mustika Wati IM 


penganut 
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(AJENOELA BAHASA 
s 


The Decision of The Constitutional 
Court of Indonesia Expunge MAHKAMAH KONTITUSI 
Discrimination Practice and 
Restore the Prestige of Faith 
Adherent 


| Ilustrasi: Danil 


ecision of The Constitutional Court of The 
Republic of Indonesia, Case Number 97/ 
PUU/XIV/2016 granted the reguest of the 
applicant (Nggay Mehang Tana, Pagar Demanra 
Sirait, Arnol Purba, Carlim) at the testing of Article 
61 verse (1) and (2), Article 64 verse (1) and (5). Law 


bk The applicant postulate that the State of Indonesia shall be a 
state based onsthe rule of law. One of the important element 
of constitutional.state is the existence of guarantees and the 
standing of legal principle securitythat ruled in Article 1 verse 
(3) and” Article 28D verse (1).The”1945 Constitution. 


Number 23 year 2006 juncto Law Nomber 24 year I- The Articles be in contradiction to principle of constitutional 
2013 about Alteration of Law Number 23 year 2006 state and basis of national! eguality in front of law. Because of 
About Population Administration. Constitutional the Articles tell that KK and KTP-el loads information of religion 
Court affirmed the rights of devotees of faiths element. But especially for faith adherent that religion-column 
outside the six officially recognized religions, in a was.blank. So,'it'gives opposition to Article 1 verse (3), Article 
move of applicant welcomed as a “new chapter for 27 verse (1), and Article 28D verse (1) The 1945 Constitution. 


religious freedom”. In this case, it brings back the 


existence of faith adherent. h The Articles of a guo does not regulate it clearly and logically so 


it makes different interpretation and break fundamental rights 


The faith adherent who reguest the testing are from ofthe national. 

four national which have different region and loss 

on constitutional right when enforced'thexArticles. peStipulation of emptying of the religion column for faith 
The Articles tested with The Constitution norms adherent gives result fundamental right contravened such as: 
including Article 1 verse (3), Article 27 verse (1), marriage, the first applicant traditionally not acknowledge by 
Article 28D verse (1), Article '28IWverse (2). the government. So, they did not have marriage certificate and 
The applicant gave'some reasons Within KK until they have children and difficult to get birth certificate. 
their appeal clearlywritten'in Summary The third applicant difficult to get job, though he has good 


competence. And then the family of fourth applicant rejected 
by any funeral. 


of Reguest Case Number 97/PUU- 

XIV/2016 The emptying ofs.the 

Religion columnyon the Family 

Card (KK) and ID card (KTP- Ma Ana 


Ea Emptying of the religion column on KTP-el for faith-adherent 
gives result for applicant as national cannot access and get 


el) for the faith adherent Kek i | . 
: : ed: # O16717hsu 3 the fundamental rights such as the right to get education, 
in Relation to the Tea HAN 0 Do f 5 . : | 

LAN : Peraga Sa NU the right of health, the right to social security, so it breaks the 
Constitutional Rights er ON Na 

. Mp eadaotaatan 17 Ma pak human rights whereas the fundamental right regulated and 
of faith adherent Garena! Gak Bini 
acguiring basic- - Kebon guaranteed in the 1945 Constitution 
right of 5 b- The Articles make excommunication for faith adherent. This is 
national. 


discrimination for the applicant. Because of too many infraction 
of constitutional rights, so the articles a guo in contradiction to 
Article 281 verse (2) The 1945 Constitutional. 
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Far before the applicant reguest some Articles for testing, faith 
adherent long suffering, feel pressured because they get many 
difficulties in their life. They get discrimination by its government 
policy. But actually, indigenous religions is original religion or faith of 
Indonesia. different from six officially recognized religions which its 
import religion. Inthe 2000 census, about 400.000 national identified 
as holding indigenous religions outside the six officially recognized 
religions. Before Indonesia become legalstate, there have been many 
indigenous religions. They did not need government instrument. But 
when this state exists with many regulations impeded their life. They 
are national but they get discrimination toward compliance rights 
compared with religion, except indigenous religions. 


| Against a backdrop of rising intolerance in 7 
Indonesia towards minorities, the court said # 
that Indonesians would not be reguired to 5 
identify as either Muslim, Buddhist, Hindu, v 
Catholic, Protestant, or Confucian on their h, 
national identification cards. But when we 
looked to the basic principles of the Republic 4 


of Indonesia, Pancasila, the first is a belief in A 
one supreme God. Na 


Talking about indigenous religions, it is not new thing in 
Indonesia because of the same phenomenonvever became 
before reformation era. President of Indonesia, Soeharto, by 
his speech in front of MPR-DPR session gives opinion to-hold 
a development for faith adherent and put them to. Ministry 
of Education and Culture. Itvproves that faith adherent always 
become an attention in.this country. 


This decision by ConstitutionalCourt is a fresh breeze 

for faith adherent. Now.they are on an egual with 

religion: They will stop the discrimination related 

matters With social IpUblic, such as education, 
' registration to. marriage, school service, health 

service, and the other public services. They also 
ss guaranteed the right of recognition, the right to 

obtain egual.opportunities in government, the right 
Ps to social security. 


y 


Although it raises the prestige of faith adherent but the other hands there are some 
national which contradict with this decision by Constitutional Court. They consider 
when faith adherent fill religion column in KTP-el and KK, it can increase the amount 
of indigenous religions. If it happened, the government should make the new law or 
change the regulation and they must bounded the development of faith. The court 
ruling also should apply to followers of non-indigenous religions (ethnic religions) 


such as Baha'i and Judaism that are not formally recognized in Indonesia. (jJ 


Fauzia Rohmah IE 
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Aliran Kepercayaan 
Lestari Tanpa 
Diskriminasi 


Isthi @onita" 


“Pimpinan Umum Domisioner 
2016/2017 LPM Suaka UIN Bandung 


ejatinya, tujuan agama- 
agama ialah untuk 


menebar kebaikan, 
Islam misalnya yang dikenal 
dengan Islam sebagai 


rahmat bagi seluruh alam 
(Rahmatanlila'lamin), Nasrani 
dengan cinta dan kasih, pun 
agama lain memiliki tujuan 
kebaikan. Khususnya dalam 
mambangun relasi dengan 
Tuhan, sesama manusia, dan 
makhluk lainnya. 
Begitu pula 

penganut aliran kepercayaan, 
terlepas 


dengan 
dari — pro-kontra 
atas keyakinannya, salah 
satu penganut aliran 
kepercayaan Penghayatan 
Kapribaden 
menghayati 
dan melakukan ritualnya 
sebagai spiritsuntuk 
mendekatkan diri pada Tuhan 
yang Maha Esa. Keyakinan 
tersebut menuntun mereka 
mencapai kesempurnaan 
sejati dengan cara menjaga 
tingkah 


mengaku 
kepercayaannya 


kemurnian 
laku. Mereka diajarkan 
untuk  menipiskan sifat 
buruk dengan berlaku sabar, 
sumarah, welas asih, dan tulus 


PENA SEBRANG 


KAMPUS 


N 


terhadap — sesama. 


Xx 


Sayangnya, keyakinan dan, cara 
mereka harus dibatasi oleh berbagai F d 
peraturan yang diberlakukan oleh N 
negara. Aliran kepercayaan 'diawasi oleh 
Badan Koordinasi"Pengawas Aliran Kepercayaan 

Masyarakat (Bakor Pakem) di bawah Kementerian Agama diawali pada 
Tahun 1952 dengan tujuan mengawasi aliran kepercayaan. 


Tahun 2006, penganut aliraty kepercayaan memasuki babak baru. 
Melalui, UU 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mereka 
diperkenankan untuk. tidak menuliskan kolom agama (dikosongkan) 
dan diganti dengametanda strip (-). Persoalan lain muncul karena 
dengan kolom agama yang dikosongkan tersebut para penganut aliran 
kepercayaan kesulitan mendaftar untuk bekerja khususnya di instansi 
negara. Para penganut aliran kepercayaan juga kerap dipersulit dalam 
urusan catatan seperti aktra kelahiran dan pernikahan. Soal mendapat 
perlakuan diskriminatif, jangan ditanya lagi. 


Kini, harapan baru baru penganut aliran kepercayaan terbuka, mereka 
diperbolehkan untuk mencantumkan aliran kepercayaan setelah 
memenangkan gugatannya di Pasal 61 ayat 1 dan ayat 2, Pasal 65 
ayat 1 dan ayat 5 dalam UU No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi 
Kependudukan. Penganut aliran kepercayaan memiliki kedudukan 
hukum yang sama dengan pemeluk enam agama yang telah diakui 
pemerintah dalam memperoleh hak terkait administrasi kependudukan. 


Tentu saja tidak semua setuju, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menilai 
keputusan tersebut hanya berlandaskan perundang-undangan tanpa 
memperhatikan kesepakatan di dalam kehidupan berbangsa dan 
bernegara. Menurut Ketua MUI, Maruf Amin menyatakan bahwa 
salah satu unsur identitas setiap warga adalah agama, bukan aliran 
kepercayaan. 
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Kehawatiran lain muncul, salah 
satunya dari Wasekjen DPP PPP 
Ahmad Baidowi, ia memandang 
putusan baru MK akan menjadi 
alasan bagi pemeluk agama lain 
untuk tidak menjalankan ritual 
peribadatan mereka. Baidowi juga 
menilai keputusan tersebut bisa 
menjadialatterselubungbagi paham- 
paham yang dilarang di negeri ini 
untuk berkembang dengan berdalih 
aliran kepercayaan, «Jangan sampai 
paham-paham agama atau paham 
lain yang dilarang dimasukkan 
dalam aliran kepercayaan. Bisa 
jadi misalnya paham komunis agar 
enggak terdeteksi ditulis aliran 
kepercayaan» (Tirto, Pembakuan 
Definisi Agama yang Penuh Pro dan 
Kontra). 


Mari Mengenal 
Sebelum Berujar 
Agama-agama lokal di Indonesia, 
atau yang kini dikenal sebagai 
aliran kepercayaan telah hadir 
sebelum kedatangan agama-agama 
seperti Islam dan Kristen. Menurut 
Kementerian Kebudayaan dan 
tahun 2003, pernah 
ada 245 agama lokal di Indonesia. 
Karena tidak diakuinya agama lokal 


Pariwisata 


sebagai agama, muncul anggapan 
bahwa orang Indonesia /tidak 
beragama sebelum abad 'pertama. 


Padahal, Endang Saefudin Anshari 
dalam bukunya dlmu, Filsafat dan 
Agama mengatakan Bahwa agama 
itu berasal dari bahasa sansekerta, 
yang terdiri dari duawkata : 
artinya tidak, dan “Gama artinya 
berantakan. Jadi artinya kata agama 
itu adalah teratur, beres, yakni suatu 
peraturan yang mengatur keadaan 
manusia, maupun suatu yang gaib, 
mengenal budi pekerti, pergaulan 
hidup bersama dan lain-lain. 
Secara khusus, agama didefinisikan 
sebagai suatu sistem keyakinan 
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yang dianut dan tindakan-tindakan 
yang diwujudkan oleh suatu 
kelompok atau masyarakat dalam 
menginterpretasi dan memberi 
tanggapan terhadap apa yang 
dirasakan dan diyakini sebagai 
yang gaib dan suci. Dalam definisi 
tersebut, aliran kepercayaan tidak 
bersebrangan dengan definisi agama 
tersebut. 


$ As Yang menjadi 
tantangan bagi 
pemerintah, termasuk 
di dalamnya 
Kemendagri, 


Kemenag, NK,-'dan 
Kemendikbudhialah 
beberapa'di antaranya 
aliran kepercayaan 
tenggelam atau tidak 
aktifkembali. sh 


Sayangnyasweksistensi" agama lokal 
meredup tatkalavberbagai kebijakan 


mengharuskan,” para — penganut 
aliran kepercayaan meleburkan 
identitasnya — dengan identitas 


yang diakui oleh pemerintah, kala 
itu Orde Baru sedang berkuasa. 
Berdasarkan SK Menteri Dalam 
Negeri tahun 1974, kolom agama 
di KTP harus diisi dengan memilih 
salah satu dari lima agama, yakni: 
Islam, Kristen, Katolik, Hindu 
dan Budha. Sedangkan aliran 
kepercayaan kerap  diidentikan 
sebagai aliran sesat bahkan dituduh 
sebagai simpatisan Partai Komunis 
Indonesia (PKI). Dampak dari 
tuduhan tersebut tidak main-main, 
akan menyulitkan mereka dalam 
bekerja dan mengurus urusan 
administrasi yang berhubungan 


dengan mereka, bahkan menyulitkan 
keturunan mereka. 


Tuntutan dari penganut kepercayaan 
ialah, mereka ingin diakui oleh 
negara dan hak konstitusionalnya 
terpenuhi tanpa harus menanggalkan 
keyakinannya yang ia yakini sebagai 


sebuah kebenaran.  Kehawatiran 
tentang masuknya  aliran-aliran 
kepercayaan 'ain yang dilarang 


dan menjadikanwaliran kepercayaan 
sebagai tunggangan untuk 
berkembang tidak bisamenjadi alasan 
rasional untuk“ bertahan terhadap 
keputusan yang berdampak pada 
didiskriminasinya para penganut 
aliran kepercayaan oleh negara. 


Direktorat Kepercayaan Terhadap 
Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi 
Pendidikan dan 
Kebudayaan (Kemdikbud) mencatat 
ada 187 organisasi penghayat 
kepercayaan di Indonesia. Meskipun 
belum valid, catatan tersebut sebagai 
langkah bahwa ada syarat tertentu 
bagi penganut aliran kepercayaan. 
Seperti aliran yang dianut harus 
memiliki nilai kearifan lokal, berbudi 
luhur dan mengatur relasi antara 
manusia, Tuhan dan kearifan lokal itu 
sendiri, tentu saja ada langkah khusus 
untuk memverifikasi berbagai syarat 
tersebut. 


Kementerian 


Yang menjadi tantangan bagi 
pemerintah, termasuk di dalamnya 
Kemendagri, Kemenag, MK, dan 
Kemendikbud ialah — beberapa 
di antaranya aliran kepercayaan 
tenggelam atau tidak aktif kembali. 
Bagaimana mensiasati pencatatan 
aliran kepercayaan di KTP jika 
sewaktu-waktu aliran tersebut tidak 
aktif lagi. Semoga, keputusan MK 
yang didukung oleh Kemendagri dan 
Kemendigbud menjadi babak baru 
dalam sistem demokrasi di Indonesia 


yang kerap digaungkan. - 


TEMUKAN 
INFORMASI PILIHAN ANDA 


JUSTISIA.COM 


SA 


|Justsia com 


BUDAYA 


KRITIK BUDAY, 
SUKU SA 


Budaya merupakan 
hasil penciptaan dari manusia 
atas kerjasama akal yang tidak dimiliki 
oleh makhluk hidup lainnya. Sebagai 


makhluk Tuhan yang paling memiliki 
kesempurnaan, manusia memiliki berbagai 


hal-hal yang menopang kehidupan. Manusia 
sebagai makhluk budaya, manusia sebagai 


makhluk sosial, manusia sebagai makhluk 


beradab, manusia sebagai makhluk 


beragama, manusia sebagai makhluk 
berpendidikan dan 


banyak lagi. 


budi 
yang merupakan unsur rohani, 
adalah 


Dengan demikian, 


udaya berasal dari kata 


sedangkan daya unsut 
jasmani manusia. 
budaya merupakan hasil budi dan daya 
dari manusia (Herimanto dan Winarno, 


2016). 


Winarno memberikan kesimpulan bahwa 


Selanjutnya  Herimanto dan 
kebudayaan sebagai sistem pengetahuan 
meliputi sistem ide ataungagasan yang 
terdapat dalam pikiran Simanusia yang 
bersifat abstrak, sedangkan sperwujudan, 
kebudayaan adalah" benda-benda "yang 
diciptakan oleh manusia sebagai makhluk 
yang berbudaya, berupay perilaku dari 
benda-benda yang bersifat nyata misalnya 
pola-pola perilaku, bahasa, peralatan hidup, 
organisasi sosial, religi, seni, dan lain- 
lain yang kesemuanya ditunjukan untuk 
membantu manusia dalam melangsungkan 


kehidupan — bermasyarakatnya. 


Kebudayaan asli selalu melekat pada 
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y 
aa 


Ma 


Lihat 


masyarakat, Jawa ,terdapat ,sebuah suku 


ketradisionalan. saja “#dalam 
yang memilik Mbudaya-budaya yang unik. 
Masyarakat tersebut yaitu'suku samin atau 
juga bisa disebut sedulut sikep, bertempat 
di Jawa Tengahrdan Jawa Timur. Suku 
samin muncuhberawal dari suatu gerakan 
yang dipelopori oleh kelompok petani 
kecil. dari wilayah desa Ploso, Kediren 
sebelah utara Randublatung, Kabupaten 
Blora, Jawa Tengan yang bernama Samin 
Surosentiko yang memiliki nama asli 
Raden Kohar (Ahmad Sunadi, 2013). 
Suku samin berangkat dari sebuah gerakan 
perlawanan terhadap pemerintahan 
kolonial Belanda. Pemerintah Belanda 
yang menguasai Indonesia pada saat 
itu meninggikan pajak terhadap rakyat. 
Gerakan samin ini mengajak masyarakat 
tani — untuk 


terutama — masyarakat 


melakukan perlawanan. 


Konsep ajaran masyarakat samin yaitu, 


/ 
» 


2 
sy. 


tidak bersekolah, tidak 
memakai peci tetapi memakai 
iket (semacam kain yang diikatkan pada 
kepala mirip orang Jawa dahulu, tidak 
berpoligami, tidak memakai celana 
panjang (memakai celana selutut), tidak 
berdagang dan melakukan penolakan 


terhadap kapitalisme. 


Konsep ajaran masyarakat samin 


pendidikan 


menerapkan model pendidikan tanpa 


dalam bidang yaitu 


menempuh pendidikan formal. 
Pendidikan merupakan budaya yang 
menjadi kepentingan manusia untuk 
memenuhi suatu kebutuhan hidup 
berupa kebutuhan rohani. Menurut 
JJ Hoeningman membagi wujud 
kebudayaan menjadi tiga yaitu, gagasan, 
Pendidikan 


masyarakat samin berwujud gagasan 


aktivitas, dan artefak. 
dan aktivitas. Sebab tidak terwujud 
berupa benda atau hal-hal yang dapat 
diraba, dilihat, dan didokumentasikan 
yang memiliki sifat paling konkret 


diantara ketiga wujud kebudayaan. 


Abraham Maslow seorang ahli psikologi 


MIN 


memiliki 

tolak ukur terhadap tingkatan 

kebutuhan manusia, (Herimanto dan 
Winarno, 2016) : 


Pertama kebutuhan fisiologis (physiological 
needs). 


kebutuhan dasar, primer, dan vital. 


Kebutuhan ini merupakan 
Kebutuhan ini menyangkut fungsi- 
fungsi biologis dasar dari organisme 
akan 


manusia, seperti kebutuhan 


makanan, pakaian, tempat tinggal, 


sembuh dari sakit, kebutuhan seks, dan 


sebagainya. 


DI DENGAI SAI, OJO TUKAN PADU. GMO DAMaEN KEMENEN 
DID KUTIL AMPUT, OJO MEKOOG NYOLONG 


3 AMIN 
SUrOSENtIKO 


1859-1914 


A PENDIDIKAN 


Kedua kebutuhan akan rasa 

aman dan perlindungan (safety 

and security needs). Kebutuuhan ini 
menyangkut perasaan, seperti bebas dari 
rasa takut, terlindung dari bahaya dan 
ancaman penyakit, perang, kemiskinan, 
kelaparan, perlakuan tidak adil, dan 


sebagaianya. 


Ketiga kebutuhan sosial (sosial needs). 
Kebutuhan ini meliputi kebutuhan'akan 
dicintai, diperhitungkan sebagarpribadi, 
diakui sebagai anggotaykelompok, rasa 
setia kawan, kerja sama, persahabatan, 


interaksi dan sebagainya. 


Keempat kebutuhanyakan penghargaani 
(esteem needs), Kebutuhan ini meliputi 
dihargainya ketmampuan, kedudukan, 


jabatan,,status, pangkat, dan,sebagainya. 


Kelima kebutuhan akan aktualisasi 
dirin, (self — actualigation). — Kebutuhan 
ini meliputi kebutuhan untuk 


memaksimalkan penggunaan potensi- 
potensi,kemampuan, bakat, kreativitas, 


ekspresi diri, prestasi, dan sebagainya. 


Menurut Moslow di atas kebutuhan 


yang paling penting untuk segera 
dipenuhi yaitu dari kebutuhan fisiologi. 
Jika Kebutuhan fisiologi, aman dan 
perlindungan, sosial dan penghargaan 
sudah terpenuhi yang harus dipenuhi 
selanjutnya kebutuhan akan aktualisasi 
diri. Kebudayaan tercipta memang 
untuk memenuhi kebutuhan. Kaitannya 
dengan pendidikan sebagai kebutuhan 
manusia, pendidikan termasuk dalam 
kebutuhan kelima 


tingkatan yaitu 


BUDAYA 


kebutuhan akan aktualisasi 
diri (self actualigation). 


Kebudayaan suku samin yang cukup 
memiliki pendidikan di dalam rumah tanpa 
bersekolah formakkurang memaksimalkan 
penggunaan potensi-potensikkemampuan, 
bakat, kreativitas, ekspresi'diri, prestasi dan 
sebagainya. Sebab, semakin modern suatu 
peradaban maka ykebutuhan pendidikan 


juga semakin Meningkat. Jika generasi 


mendatang banya mengenyam pendidikan 
dari dalarn, tumah saja, dikhawatirkan 
yang 
seharusnya berkembang lebih luas untuk 


menutup celah potensi-potensi 


berekspresi. 


Secara estetika pendidikan di dalam rumah 
memiliki nilai estetika yang indah. Sebab 
kedua orangtua dapat secara langsung 
mengajari anak-anak dengan seluruh 
pengetahuan yang dimiliki. Juga dapat 
mengawasi anak-anak dengan waktu yang 
penuh. Namun belum tentu secara etika 
hal tersebut mengandung nilai kebaikan 
terhadap masa depan. Penilaian secara 
estetika jauh lebih subjektif dibandingkan 
Walau 


sebagai hasil karya manusia diutamakan 


secara etika. begitu budaya 
memenuhi unsur keindahan. Lebih jauh 
budaya pendidikan bertujuan membangun 
karakter rohani yang berhubungan 
dengan etika. Karena pendidikan adalah 
modal dasar untuk bermasyarakat dan 
bernegara, selama masyarakat samin tidak 
bertentangan terhadap dasar negara apa 
yang menjadi ciri khas dapat dilestarikan. 
Namun ini tentu perlu dipertimbangkan 
kebaikan 
mendatang dari mereka./j 


Alhilyatuz Z.F IS 


untuk generasi-generasi 
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PEMAKAMAN KHUSUS BAHAI DI CEBOLEK 


Islam sangat 
menekankan regulasi 
sosial yang berdasarkan 
prinsip saling 

tolong menolong, 
keseimbangan 

dan kesetaraan. 
Dalam memenuhi 
kebutuhannya, 
manusia dalam 
konsep Islam harus 
bekerjasamardengan 
manusia lainya, karena 
organisasi sosial 
manusia digambarkan 
sebagai satu bangunan 
yang komponen- 
komponennya 

terdiri dari individu- 
individu yang saling 
mendukung satu sama 
lain. 


MUAMALAH 


BERETIKA-DALAM 


Pada dasarnya setiap manusia pasti 
selalu dihadapkan dengan segala macam 
kebutuhan. Berdasarkan . kodrat yang 
ada, manusia merupakan makhluk.sosial, 
yaitu makhluk yang selalu membutuhkan 
makhluk — Tainy,, untuk « memenuhi 
kebutuhanya, baik kebutuhan yang 
bersifat jasmani ataupun"kebutuhan yang 


bersifat rohani. 


Dengan menghadapi adanya kebutuhan 
tersebut manusia selalu berkeinginan 
untuk memenuhi seluruhnya karena pada 
dasarnya mereka ingin hidup layak dan 
selalu berkecukupan. Implikasinya adalah 
mereka harus bekerja supaya memperoleh 
penghasilan yang dijadikan sebagai 
modal untuk memenuhi kebutuhanya. 
Seandainya modal tersebut dirasa kurang 
cukup untuk memenuhi kebutuhanya, 
maka siklus dalam kehidupanya tidak 
akan terlepas dari transaksi utang piutang, 
yang dilatarbelakangi untuk memenuhi 
kebutuhan. 


UTANG-PIUTANG 


Utang piutang atau pinjam meminjam 
sebagaimana diatur dalam bab 13 Buku 
III ' KUHPerdata. 1754 
KUHPerdata “Pinjam 
meminjam adalah perjanjian dengan mana 


Dalam pasal 
menyebutkan, 


pihak yang satu memberikan kepada pihak 
yang lain suatu jumlah tertentu barang- 
barang yang menghabis karena pemakaian, 
dengan syarat bahwa pihak yang belakangan 
ini akan mengembalikan sejumlah yang 
sama dari macam dan keadaan yang sama 
pula.” 


Dalam ajaran Islam,  utang-piutang 
adalah muamalah yang dibolehkan, tapi 
diharuskan untuk ekstra hati-hati dalam 
menerapkannya. Karena utang bisa 
mengantarkan seseorang ke dalam surga, 
sebaliknya juga 


seseorang ke dalam neraka. Utang piutang 


dan menjerumuskan 


merupakan hal yang bersifat sensitif 
diantara manusia. Oleh karena itu, perlu 
adanya etika-etika dalam berutang sehingga 
tidak mengakibatkan perpecahan dalam 


regulasi sosial. 
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(MUAMALAH | 


Allah SWT berfirman: 

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian 
memakan riba dengan berlipat ganda dan. bertakwalah 
kamu 
keberuntungan” (OS. Ali Imran: 130) 
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Islam memperbolehkan utang piutang jika sesuai 
dengan etika dan tanpa mengambil keuntungan 
dalam bentuk apapun. Banyak sekali hikmah mulia 
yang dapat dipetik oleh pihak penghutang maupun 
pihak pemberi utang. Diantaranya menumbuhkan 
ruh saling membantu dan kepedulian sosial 
terhadap sesama. Oleh karena itu, pemberian utang 
harus bermotif sosial (Ihsan) dan ibadah untuk 
mengharap pahala dan ridho dari Allah semata. 
Bukan bermotif bisnis dan mengeruk untung 
duniawi, karena menjadikan piutang sebagai bisnis 
merupakan perilaku jahiliyyah yang diperangi oleh 
Islam. 


Alkisah orang-orang jahiliyyah dahulu, ketika 
memberi utang, mereka menentukan jatuh tempo 
tidak bisa 
melunasi utang pada waktu yang telah ditentukan, 


pengembalian. Apabila pengutang 
mereka akan mengenakan bunga sebagai kompensasi 
pembayaran. Bunga itu akan semakim, bertambah 
seiring berjalanya waktu sehingga pihak pengutang 
sangat sengsara karena terbebani utang yang berlipat 
ganda. Lalu datanglah Islamsyang melarang praktek 
tersebut, serta 'mengkategorikanya sebagai bentuk 
perlakuan yang berlipat 'ganda (riba). 


kepada Allah supaya kalian mendapat 


Melihat realita yang ada, praktek utang piutangjaman 
sekarang lebih parah dibanding jaman jahiliyyah. 
Pada jaman jahiliyyah, bunga baru diberlakukan 
ketika pengutang tidak bisa melunasi utangnya pada 
waktu yang telah ditentukan, sebagai konpensasi 
penguduran waktu pembayaran. Sedangkan pada 
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jaman sekarang, seperti yang kita saksikan, perbankan 
dan rentenir menetapkan bunga sejak kesepakatan dibuat, 
atau sejak pengutang menerima utang. Praktek riba oleh 
perbankan dan para lintah darat saat ini lebih jahiliyyah 
dibandingkan praktek riba di era jahiliyyah dahulu. 


masjidku.id 


Etika utang piutang 
dalam Islam 


Sebagaimana yang telah dijelaskan,dalam OS. 
Ali Imran 130, bahwa sesungguhnya. Allah 
SWT mengharamkan sesuatu yangwberlipat 
ganda (riba). Apabila dikaitkan“dengan utang 
piutang maka bagi sivpenghutang tidk boleh 
mengambil'keuntungan dalam bentuk apapun 
dari pengutang baik darissegi materi ataupun 


“Dan jika.yang berhutang itu sedang mengalami kesempitan 
hidup, maka berilah tempo, sehingga ia lapang hidupnya dan 
(sebaliknya) bahwa kamu sedekahkan hutang itu (kepadanya) 
adalah lebih baik untuk kamu, kalau kamu mengetahui 
(pahala yang besar yang kamu akan dapati kelak” (OS. Al 
Bagoroh : 280) 


Dalam penggalan ayat tersebut dijelaskan tentang sikap apa 


yang seharusnya kita ambil apabila kita berada dalam posisi 


sebagai pihak pengutang : 
Perintah memberi shodagoh kepada pihak yang 
berutang, dengan cara membebaskanya dari 


b 


b 


pembayaran utang baik sebagian maupun seluruhnya 
dengan cara yang lebih baik. 


Pihak pemberi utang wajib memberi tempo kepada 
yang berutang bila mereka kesulitan dalam membayar 
utang, tanpa menambah jumlah utangnya. 


Ketika hal tersebut dikaitkan dengan zaman sekarang maka 


akan sangat berbeda jauh, zaman sekarang bukanya bermotif 


sosial, utang malah dijadikan bisnis tanpa memandang etika- 


etika berutang yang diajarkan dalam Al-Ouran. Maka sangat 


tepat apabila utang-piutang zaman sekarang dikatakan lebih 


jahiliyyah daripada era jahiliyyah dahulu. (j| 


M.Rifgi IN 
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DEMOKRASI DI 
PERSIMPANGAN 
MAKNA 


“Seumpama bunga, kami adalah yang tak kau hendaki tumbuh. Seumpama bunga, 
kami adalah yang tak kau hendak adanya. Kau lebih.suka membangun rumah, 
merampas darah. Kau lebih suka membangunjalan raya, membangun pagar besi. 
Jika kami bunga, engkaulah tembok itu, tela kami sebarbiji-bijiitu di tubuhmu. 
Suatu saat kami akan tumbuh bersama, dengan keyakinanskau harus hancur. Kau 
harus hancur. Kau harus hancur.” -Nyanyia Fajar Merah: 


agian awal tulisan ini mungkin akan mendapat sorotan adalah kebebasan 
mendeskripsikan pemaknaan atas berekspresi. 

demokrasi dan pelaksanaannya selama 
satu setengah dekade reformasi 1998 Sendi-sendi demokrasi yang sudah 


di Indonesia, kekecewaan publik atas mulai terbangun sejak berakhirnya 


sistem politik,dan Bagaimana warga rezim Orde Baru, kini mulai tergerus 


masyarakat mencari bentuk-bentuk pelan-pelan. Kita sadar betul bahwa 
barifuntuk menjawab kekecewaan kebebasan berekspresi adalah salah satu 
Psebut prasyarat demokrasi. Istilah demokrasi 
sendiri secara etimologis berasal dari 
Akhir-akhir ini, sesuatu yang baik bahasa Yunani, yaitu demos dan kratos. 
namun banyak dipersoalkan orang Demos berarti rakyat dan kratein/kratos 
adalah kebebasan. Semua orang berarti pemerintahan. Jadi Demokrasi 
mengakui, kebebasan adalah sesuatu adalah seperangkat gagasan dan 
yang baik. Tapi seperti pisau bermata prinsip kebangsaan yang bermakna 
dua, kebebasan bisa konstruktif bila harkat dan martabat manusia yang 
dikelola dengan baik. Sebaliknya, bertujuan memberikan kesejahteraan 
sangat destruktif jika dikelola dengan dan kebahagiaan sebagai manusia yang 
buruk. Kebebasan yang paling banyak mandiri. 


kompas.com 


KAJIAN 


Sakitnya 
Melahirkan 
Demokrasi 


Menuju demokrasi 
merupakan trendsejarah 
milenium ketiga. 
Bangsa-bangsa Asia, 
termasuk,bangsa 
Indonesia, mau tidak 
mawharus menuju 

ke sana. Jika tidak, 

kita akan menjadi 
“bangsa yang primitif”, 
terbelenggu dari 
pergaulan bangsa- 
bangsa. Tetapi 
membangun demokrasi 
bukanlah hal mudah. 
Sebab lebih daripada 
sekedar forma suatu 
negara, demokrasi 
adalah sikap hidup 
perorangan dalam 
masyarakat. Maka, 
membangun demokrasi 
pertama-tama bukan 
berarti bagaimana kita 
membangun sistem 
demokrasi, melainkan 
bagaimana kita 
membentuk sikap hidup 
demokrasi. Hal ini 
sungguh membutuhkan 
waktu yang amat lama 
dan kesabaran luar 


biasa. 


Sejak pecahnya 
reformasi, demokrasi 
datang bagaikan 

fajar menyingsing 

di Indonesia. Ibarat 
derita seorang ibu yang 
hendak melahirkan 
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anaknya. Sehingga proses 
kelahiran demokrasi di Indonesia 
pun dibarengi dengan kesakitan, 
ketegangan, dan kecemasan. 
Maklum demokrasi adalah 

“anak yang mahal”. Pantas jika ia 


dikandung dan dilahirkan dengan 


penuh kesakitan. 


Di negara demokrasi seperti 
Indonesia, kebebasan 
berpendapat menurut Jimly 
Asshiddigie merupakan salah 
satu roh dan pilar tegaknya 
sistem demokrasi. Kebebasan 
berpendapat merupakan 
prasyarat mutlak agar rakyat 
dapat memainkan peran 
terbaiknya dalam sistem 
demokrasi secara cerdas dan 
bertanggung jawab. Jika tidak 
ada kebebasan, apapun alasan 
pengkebiriannya, maka tak akan 
ada demokrasi.! Sedangkan 
menurut penulis sendiri, 
demokrasi mertipakamsebuah 
euforia simbol kebebasan bagi 
warga negara untuk berkumpul 
dan menyampaikamwpendapatnya 
di muka umum: 


Pasal 28F UUD 1945 
mengizinkan Warga Negara 
Indonesia untuk menyampaikan 
gagasannya sekaligus 
memperoleh informasi. 

Dalam konstitusi dijelaskan, 
«Setiap orang berhak untuk 
berkomunikasi dan memperoleh 


informasi untuk mengembangkan 
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pribadi dan lingkungan sosialnya, serta 
berhak untuk mencari, memperoleh, 
memiliki, menyimpan, mengolah, 

dan menyampaikan informasi dengan 
menggunakan segala jenis saluran yang 
tersedia” 


Selain itu, Pasal 5 UU Nomor 9 

Tahun 1998 tentang Kemerdekaan 
Menyampaikan Pendapat di Muka 
Umum memberikan hak yang sama 
kepada warga Indonesia untuk 
mengeluarkan pikiran secara bebas 
sekaligus memperoleh perlindungan 
hukum. Satu tahun setelahnya muncul 
aturan tersebut, pemerintah meneken 
UU Nomor 39 tahun 1999 tentang 
Hak Asasi Manusia yang melindungi 
hak setiap orang untuk berkomunikasi 
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dan memperoleh informasi 
menggunakan media apapun. 

Dalam hukum Internasional, Pasal 
19 Deklarasi Universal tentang Hak 
Asasi Manusia juga jelas melindungi 
kebebasan berpendapat. Pasal 
tersebut berbunyi, “Setiap orang 
berhak atas kebebasan mempunyai 
dan mengeluarkan pendapat, 

dalam hal ini termasuk kebebasan 
menganut pendapat tanpa mendapat 
gangguan, dan untuk mencari, 
menerima dan menyampaikan 
keterangan-keterangan dan pendapat 
dengan cara apa pun dan dengan 
tidak memandang batas-batas”? 
Indonesia bukan kekurangan 


aturan untuk menjamin kebebasan 


berekspresi dan berpendapat di muka 
umum. Berlapis-lapis beleid sudah 
diterbitkan. Namun, implementasi 


justru jauh dari harapan. 


Wajah 
Media Sosial 


Media massa dalam hal ini media 
konvensional seperti media.cetak, 
merupakan sarana yang sering 
digunakan pada masa Orde Baru 
bahkan sampai sekarang dengan 
berbagai keterbatasan dan jangkauan. 
Media massa konvensional seperti 
media cetak koran, tabloid, majalah, 
bulletin dan sebagainya memiliki 
keterbatasan dalam memuat berita atau 


komentar karena dibatasi oleh jumlah halaman 
dan eksemplar. Selain itu jangkauannya 
dibatasi oleh alat transportasi untuk 
menjangkau pembaca. 


Seiring dengan kemajuan teknologi dan 
komunikasi persebaran berita mengalami 
diversifikasi, tidak hanya menggunakan media 
massa cetak namun juga media online. Media 
online berkembang dengan berdirinya situs 
berita online. Bahkan koran atau media cetak 
juga membuka laman di media online seperti 
kompas, republika, tempo, suara merdeka, dan 
sebagainya. Artinya, pangsa pasar dan bidikan 
konsumen atau pembaca ingin dibenahi 
semua. Namun pembaca juga mempunyai 
dunia yang dapat mempengaruhi dan 
meneruskan informasi dan komentar pribadi 


atau group secara pribadi maupun masif yang 


brandday.net 


disebut media sosial atau medsos. 


Media sosial adalah sebuah 
media online,dengan para 
penggunanya bisa dengan mudah 
berpartisipasi»berbagi, dan 
menciptakan isi meliputi blog, 
jejaring sosial, wiki, forum dan 
dunia virtual. Blog, jejaring sosial 
dan wiki merupakan bentuk 
media sosial yang paling umum 
digunakan oleh masyarakat di 
seluruh dunia. Orang yang aktif 
di media sosial terkenal dengan 
sebutan netizen ataupun sosialita. 


Media sosial bagi perkembangan 
demokrasi di Indonesia dan 
beberapa negara demokrasi 
lainnya ibarat pepatah benci 

tapi kangen. Menurut Yanuar 
Nugroho dan kawan-kawan yang 
dalam laporan penelitiannya yang 
dirilis pada Maret 2012 berjudul 
Memetakan Landscape Industri 
Media Kontemporer di Indonesia, 
“Logika utama yang mendorong 
perkembangan industri media di 
Indonesia adalah dua hal, yaitu 
profit dan kekuasaan”? Hal itu 
seiring dengan perkembangan 
Hak Asasi Manusia yang 
menyangkut kebebasan 
berekspresi dan berpendapat, 
serta keterbukaan informasi 
publik dan kebebasan pers yang 
mengalami perkembangan begitu 
pesat seiring variatifnya sarana 
untuk menyalurkan. 
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Namun keleluasaan ini nampaknya 
tidak berlangsung lama. Munculnya 
Undang-undang yang mengatur 
tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik (UU ITE) yang disahkan 
oleh DPR pada 25 Maret 2008 
membuat masyarakat kembaliwas- 
was dalam berkontribusi melalui 
pendapatnya di dalam demokrasi saat 


ini. 


Salah satu kasus yang sempat 
fenomenal adalah yang menimpa 
PritaMulyasari. Seorang ibu yang 
mencoba menyuarakan keluhannya 
terhadap layanan sebuah rumah 
sakit berlabel Omni International, 
ternyata mendapat perlawanan yang 
sengit dan “berlebihan” dari pihak 
rumah sakit. Salah satu senjata yang 
dipakai oleh RS Omni adalah dengan 
jeratan pasal yang terdapat dalam 
UU ITE tersebut. Bahkan akhir- 
akhir ini kasus serupa juga terjadi 
kembali. Salah satunya adalah terkait 
pelaporan 32 akun sosial media yang 
mengunggahdan menyebar luaskan 
meme ketua DPR RI, Setya Novanto. 
Hal ini dilaporkan oleh Fredrich 
Yunadi, selaku kuasa hukum Setya 
Novanto sebagai tindak pencemaran 
nama baik kliennya. 32 akun tersebut 
terdiri dari 15 akun Twitter, 9 akun 
Instagram, dan 8 akun Facebook, 
sebagaimana yang dilansir oleh 
Kompas.com(Jum'at, 3 November 
2017) lalu. Bukandhalsyang mustahil 
jika pada masa mendatang UU ITE 
inidigunakan untuk memberangus 
kebebasan berpendapat dan 
berekpresi masyarakat oleh pihak- 
pihak tertentu, terutama penguasa, 


jika tidak segera diluruskan. 


Arnorld M. Rose pernah 
mengemukakan adanya 3 teori umum 
perihal perubahan-perubahan sosial, 
yang kemudian dihubungkan dengan 


42 Edisi 49 Th 2017 


hukum. Ketiga teori umum tersebut 
sebetulnya lebih banyak menyangkut 
sebab utama terjadinya perubahan- 


perubahan sosial, yakni masing-masing: 


1. Kumulasi yang progresif daripada 
penemuan-penemuan di bidang 
teknologi. 


2. Kontak atau konflik antara 
kebudayaan 


3. Gerakan sosial 


(socialmovement). 


Menurut ketiga teori tersebut di 

atas, maka hukum lebih merupakan 
akibat daripada faktor daripada 
faktor penyebab terjadinya 
perubahan-perubahan sosial. Teori 
tentang penemuan-penemuan 

di bidang teknologi, yang antara 

lain dikemukakan oleh William 

FE Ogbum, menyatakan bahwa 
penemuan-penemuan baru di bidang 
teknologi merupakan faktor utama 
yang menjadi.penyebab terjadinya 
perubahan-perubahan sosial.oleh 
karenapenemuan-penemuan tersebut 
mempunyai,daya'berkembang yang 
kuat." 


Dalam kasus Pritadan pelaporan 32 
akun terkaitipenyebaran luasanmeme 
Sotya Novanto, mereka sumuadidakwa 
melanggar pasal 27 UU ITE mengenai 
pencemaran nama baik. Perlu diketahui 
juga bahwa pasal 27 ini sebenarnya 


hanya salah satu pasal dari 13 pasal 


1 Tulis JimlyAsshiddigie, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tahun 
2008 dalam webnya(www.jimly.com). 


yang ada dalam Bab VII UU ITE tentang 
Perbuatan yang dilarang. Sayangnya pada 
UU ini pada bagian penjelasan pasal 27 
tidak dideskripsikan secara jelas tentang 
beberapa pengertian yang termuat dalam 
pasal. Sehingga menurut pendapat beberapa 
kalangan, redaksional dari «penghinaan» 
dan «pencemaran nama baik» bisa multi 
tafsir. Artinya hal ini bisa menjadi celah bagi 
pihak-pihak yang merasa terganggu dengan 
sebuah informasi-melalui media sosial untuk 
menjerat siapa saja yang menyebarkan 
informasi tersebut. Padahal-kadar terganggu 
atau tidak terganggu sangat subyektif, sesuai 
tolak ukur masing-masing pihak. 


Sehingga dalam.hal ini penulis 
menyimpulkan bahwa Pertama, isi dari 

UU ITE yang masih multi tafsir bisa 
mengancam kebebasan menyampaikan 
pendapat masyarakat. Kedua, aliran 
informasi dan isi yang disampaikan melalui 
media sosial harus tetap dibuat aturannya. 
Tujuannya adalah untuk menyeimbangkan 
antara hak dan kewajiban dari masyarakat 
yang menggunakannya. Ketiga, media sosial 
selain menggunakan perangkat hukum yang 
ada, untuk tetap mengakomodir kebebasan 
berpendapat tanpa harus mengganggu 

hak orang lain bisa memanfaatkan 
selfregulation. Keempat, regulasi yang 
diterapkan harus disusun secara jelas agar 
dalam penerapannya bisa memberikan 

rasa keadilan pada pihak-pihak yang 
bersinggungan dengan peraturan tersebut.j) 


M. Ainul Yagin IT 


2 ARTICLE 19, The Conditions of theCommunication Environment for Freedom 
of Expressionin Indonesia: A reportfromtheFreedom of Expression Project. 
CombineResourcelnstitution: Jakarta, 2009. Hal.28. Download di http://www. 
freedomofexpression.org.uk/files/Indonesia freedom expression.pdf 


3 Koleksi Pusat Dokumentasi ELSAM (Lembaga Studi dan Advokasi Masyrakat), Internet, 


Kebebasan Berekspresi dan Hak Asasi Manusia,pdf. 


: Soerjono Soekanto, 2002, Pokok-pokok Sosiologi Hukum,Jakata: PT RajaGrafindo 


Persada, hlm. 95 


videoBlocks.com 


icara agama tak ada 

matinya, karena agama 

menjadi kebutuhan 

setiap manusia/ dalam 
kehidupan. Manusiaxsebagai homo 
religious sudah melekat dalam diri 
manusia. Namun perbedaan. agama 
dan perbedaan-keyakinan sering 
diperselisihkan Sehingga “timbul 
sebuah masalah. Tragedi fanatisme 


beragama ini yang menyebabkan 


lupa akan hakikat “dan esensi 
yang terdapat dalam agama itu 
sendiri. Kaum agamawan kerap kali 
melihat sisi perbedaan daripada sisi 
Sehingga orang yang 
beragama mengalami perdebatan 
sengit, semua mengklaim tentang 


persamaan. 


"untuk 


kebenaran agamanya. Saling talik 
ulur, saling: melempar argumen, 
dan. bertengkar di jagat maya. 


Agama yang kita kenal sebagai 
wahyu Tuhan, selalu 
menafisrkannya dengan 
kemampuannya — masing-masing. 
Allah selalu memerintah manusia 
selalu berfikir, dan 
memahami apa yang dititahkan 
kepada 
hikmah. 
manusia 


manusia 


manusia, mencari 
Manusia satu dengan 
lainnya — menafsirkan 
hasilnya berbeda, ini berdasarkan 
atas kemampuan dan bidang 
keahlian manusia masing-masing. 


Menyebabkan banyak perbedaan 


tentang ada yang 
mengartikan hakikat dari agama 
adalah perdamaian, kemanusiaan, 
pembebesaan, ketundukan, dan 
rahmat. Seperti banyak pula yang 


agama, 


menyatakan bahwa esensi dari 
agama adalah — memanusiakan 
manusia. 


Perlu kita ketahuai pokok agama 
itu sendiri. Dalam Islam, sebagai 
sebuah agama adanya aturan 
untuk menjaga agama (hifdzu al- 
din). Kenapa agama perlu dijaga 
bukankah sebaliknya agama yang 
menjaga manusia, agama menjaga 
manusia dari ketersesatan, agama 
juga menjamin bagi pemeluknya 
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mendapatkan kenikmatan hakiki 
setelah kematian. Jika setiap agama 
menjanjikan kenikmatan setelah 
kematian, lalu mengapa perbedaan 
agama menjadi sebuah keributan. 
Atas dasar inilah penulis mencoba 
untuk mengulas lagi esensi atau 


pokok dari agama itu sendiri. 


Pokok dari semua agama adalah 
kepercayaan tentang adanya Tuhan, 
Tuhan yang tunggal, Tuhan yang Esa. 
Namun presepsi tentang Tuhan juga 
berbeda-beda sehingga melahirkan 
agama-agama yang dianut manusia 
di muka bumi ini pun berbeda-beda. 
Manusia harusnya ketika 
melihat pokok dari agama itu sendiri 
ini yang membuat titik persamaan 
dalam beragama. 
manusia akhirnya selalu melihat 
perbedaan yang dapat terjadinya 
konflik. 


sadar 


Ketidaksadaran 


Persoalan cara pandang, 
presepsi, keyakinan 
tentang hakikat Tuhan 


selalu diperdebatkan. 


dan 


Lebih baik itu 
semua . tidak 
ada 


paksaan, seseorang yang memiliki 
keyakinan atau beragama sesorang. 
Biarkan mereka beragama dengan 
caranya masing-masing. Tak apa 
memahami Tuhan dan juga agama 
dengan berbeda. 
mereka tetap tunduk pada Tuhan 
serta beragama dengan kesadaran 
untuk mencari 


cara Asalkan 


kebenaran. 


salah! satu 
muslim,  Mahmoud 
Muhammad Thaha, dalam sebuah 
karyanya yang berjudul “Maknai 
Shalatmu” menjelaskan 
bahwa agama' adalah kesadaran. 
Dia membagi agama menjadi, dua 
bagian. Satu sisi agama dimaknai 
memaksa, taat, 'mendesak, dan 
mendominasi. Dixsisi lain agama 
adalah sebuah tingkah laku, jalan 
yang terang, dan...pergaulan. “Dia 
berargumen dengan adanya firman 
Allah “Apakah selain agama Allah 
yang mereka cari? padahal segala 
apa yang ada di bumisdan di langit 
tunduk kepadanya, baik 
sukarela maupun' secara terpaksa”. 
Agama yang dianggap paling bagus 
adalah mereka yang tunduk kepada 
Tuhan, dia mencontohkan agama 
hanif, yang dibawa oleh Ibrahim, 
(Mahmoud, 2007:11). 


Seperti pernyataan 
Intelektual 


terus 


secara 


Mahmoud Muhammad Thaha 
melihatagamamenjadi duabagian. 
Yaitu ada agama umum yang 
mencerminkan eksternal 
dan agama khusus yang 
mencerminkan 
internal. Agama 
umum yaitu 
seperti 


apa 


yang ditunjukan firman Allah 
“kepada-Nya tujuh langit, bumi, 
dan semua didalamnya bertasbih 
(OS. Al-Isra 17:44). Maksudnya 
dalam,hal ini menunjukan adanya 
kekuasaan Allah, kehendak 
Tuhanlah yang memaksa semua 
unsur dan menundukan pada 
watak yang telah ditetapkan. 


Kemudian agama khusus adalah 
agama jin dan .manusia, ini 
adalah agama kesadaran,” yang 
berhubungandengantaklif, orang- 
Orang yang berakal, agama khusus 
dengan tujuan untuk menjinakan 
sahwatwMaka ini disebut dengan 
agama kesadaran, karena kerap 
kali terjadi ' pembangkangan. 
Tidak ada agama kemuliaan baik 
di dunia maupun di akhirat selain 
agama kesadaran. Agama umum 


merepresentasikan kehendak 
Tuhan maka agama khusus 
merepresentasikan — Ridha-Nya. 


Itu lah pernyataan Mahmoud 


Muhammad Thaha tentang 
agama. 
Bukan saja Mahmoud, masih 


banyak dijumpai dari para tokoh 
Muslim yang mengartikan agama. 
Seperti al-Ghazali, Ibnu Rusyd, dan 
tokoh lainnya. Maka akan sempit 
sekali jika melihat salah satu 
tokoh. Agama adalah kesadaran 
untuk mencari kebenaran. (jl 


Jaedin IN 


WAWASAN 


KISAH-KASIH JILBAB DALAM 


DEKAPAN MUSLIMAH 


ilbab, biasa orang menyebutnya, 
sudah menjadi bagian gaya 

hidup kaum hawa saat ini. 
erkembangan — dunia — fashion 
modern menuntut jilbab untuk turut 
berevolusi dengan zaman, demi tetap 
mendapat hati para penggunnya. 
Jibab sebagai fashion lahir sebagai 
ekspresi menutup diri (aurat) di 


kalananagn Islam. 


Argumentasi 
Wanita Berjilbab 


Dalam masalah jilbab, al-Asymawi 
mengomentari pendapat Thantawi 
yang mengatakan bahwa dirinya 


(Said al-Asymawi) mengabaikan 
penafsiran firman-Nya yang 
artinya “Dan janganlah mereka 


menampakkan hiasan mereka, kecuali 
apa yang tampak darinya, (OS.an- 
Nur:31). Sesungguhnya argumentasi 
yang menunjukkan kewajiban hijab 
adalah redaksi ayat tersebut menurut 
Thantawi maknanya adalah larangan 
yang 
dewasa untuk menampakkan dirinya 


bagi wanita-wanita telah 
terhadap selain suami dan mahram 
mereka, kecuali wajah#dan telapak 


tangan. 


Dalam jawaban terhadap pendapat 
Muhammad Sayyid Thantawi “di 
atas, al-Asymawi bahwa memang 
secara — tegas 


penggalan ayat 


tersebut melarang wanita-wanita 
mukminah (perempuan mukmin) 
menampakkan hiasannya kecuali apa 
yang tampak darinya. Tetapi, para 
ulama berbeda pendapat tentang 
makna 


artinya apa yang tampak darinya. 


mazhahara minha yang 


2 
K3) 
S 
2 
5 


Said 
perbedaan para pakar hukum itu 


al-Thantawi mengatakan, 
adalah perbedaan'antara pendapat 
manusia yang mereka kemukakan 
dalam konteks situasi,zaman dan 
kondisif masa serta “masyarakat 
mereka, “bukannya hukum, agama 
yang jelas, pasti, serta tegas: Ada 
diantara pakar/hukum Yslam yang 
menyatakan bahwanyang dimaksud 
dengan “apa yang tampak dari 
mereka adalah"celak mata, pacar 
tangan, dan cincin. 


Tentu saja, apa yang dinamai 
oleh “al-Asymawi — “pandangan 
nalar dan runtutan pemikiran 


logis” di atas tidak dapat diterima 
oleh logika semua orang, karena 


membolehkan sebagian hiasan 
untuk terbuka, bukan berarti 
membolehkan terbukanya semua 
hiasan. ' Membolehkan — yang 


sebagian itu, disebabkan karena 
mengharuskan  ketertutupannya 
mengakibatkan kesulitan yang 
memberatkan wanita. Sungguh 
sangat sulit kehidupan ini dijalani 
oleh setiap orang, kalau wajah pun 


harus ditutup. 


Kisah Muslimah 
Dalam Berhijab 


Seperti telah saya sebutkan di atas, 
bahwa tak jarang, wanita berjilbab 
dipengaruhi 'karena trending fhasion 
dan ingin turut dalam aktifitas sosial 
media. WTapi takwjarang, pula wanita 
mengenakan,,jilbab “atas niat dan 
keinginan sendiri untuk menjalankan 
kewajibannya sebagai seorang yang 
beragama Islam. 


Bagi wanita yang hanya mengenakan 
Jilbab»diwaktu tertentu saja atau 
bahkan belum pernah memakai sama 
sekali, memandang wanita muslimah 
yang telah memantapkan diri dalam 
berjilbab, yaitu nyinyir seraya berkata 
“buat apa berjilbab kalau masih 
melakukan maksiat, munafik!”tentu 
berjilbab bukan berarti kita tak 
pernah berbuat kesalahan. 


Jilbab dan akhlak itu dua hal 

yang berbeda. Seorang muslimah 
menggunakan jilbab karena ia merasa 
perlu memperbaiki diri dan sadar 
bahwa menutup aurat itu wajib 
hukumnya bagi pandangan Islam. 
Dan akhak ialah tergantung seseorang 
itu baik atau buruk. Namun, perlu 
kita ingat bahwa meskipun jilbab dan 
akhlak dua hal yang berbeda, haruslah 
kita sesuaikan keduanya dengan 
perlahan-lahan. 


Begitu banyak keuntungan 
menggunakan jilbab, salah satunya 
adalah menjadi muslimah yang 
terlihat anggun dalam kesehariannya. 
Ul 


Ainun Nisa IT 
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KAMPUNG 


REKTOR UIN WALISON 


ORGANISASI EKSTRA HARUS 
MEMATUHI PERATURAN.KAMI 


Sempat terjadi perdebatan di kalangan mahasiswa mengenai larangan organisasi ekstra kampus 
untuk menyelenggarakan acara dalam lingkungan kampus. Dalamyperfmasalahan ini seharusnya 


mahasiswa mengacu pada regulasi yang ada. Apakah ada SK.Rektorsatau peraturan yang 


membahas mengenai permasalahan tersebut. 


ektor UIN Walisongo, Muhibin Noor, mengaku belum 
ada SK'Rektor yang mengatur larangan organisasi ekstra 


enyelenggarakan kegiatan di dalam kampus. 


“Saya sudah lupa, coba cek dibagian kemahasiswaan, setahu saya 
tidak pernah ada. Larangan tersebut sudah menjadi kebiasaan 
sejak. dahulu untuk mencegah bentrok antar mahasiswa” kata 
mantan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo. 


Muhibbin menjelaskan, setiap muncul SK Rektor dan kebijakan 
yang berkenaan dengan mahasiswa, para pejabat yang 
berhubungan dengan mahasiswa bertugas dan bertanggungawab 
agar menyampaikannya kepada mahasiswa. 


Orang nomor satu di UIN Walisongo itu menambahakan, 
larangan yang dimaksud yaitu larangan membuat acara yang 
mengatas namakan organisasi luar kampus. Hal ini bertujuan 
menanggulangi kejadian yang tidak diinginkan dari mahasiswa, 
seperti bentrok atas nama organisasinya masing-masing. 


“Bukannya tidak boleh menggunakan fasilitas kampus, boleh 
saja asalkan mengikuti prosedur yang ada, tutrnya. 


Mahasiswa ekstra kampus disejajarkan dengan masyarakat 
dalam hal penyewaan gedung. Ada pengecualian ketika hari libur 
karena tidak adanya kegiatan akademik maka ada keringanan 
tersendiri. Tetapi harus melalui perizinan bukan asal pakai saja. 


Muhibbin mengatakan, jika kegiatan mahasiswa prosedurnya 
harus menyewa, mahasiswa harus tetap menyewa. 
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“Kalau prosedurnya 
menyewa, dana sewa A£':. 
biasa didapatkan dari 
bantuan non formal. 
Seperti beberapa dosen 
yang kebetulan alumni 
organisasi tersebut juga 


akan ikut serta membantu 


masalah dana. Sekarang 
tergantung bagaimana 
mahasiswa memanfaatkannya,” 
ujarnya. 


Wakil Rektor III UIN Walisnogo, 


Suparman Syukur, mengatakan, 
organisasi ekstra tidak ada kaitanya dengan 
kepengurusan dalam lembaga UIN, yang ada 


hanya intra. 


“Walaupun bukanstugas kami, tetapi bagaimanapun 

mereka juga mahasiswa /kita. Kalau mau memakai 
ruangan atau gedungsmestinya bayar seperti orang 
umum, kata alumni Pondok Pesantren Darussalam 
Gontor. 


Suparman mengatakan, SK Rektor"tentang organisasi 
ekstra sudah ada. 


“Kalau SK jelas ada, tetapi saya tidak tahu dimana, kalau 
di rumah tangga dan bisnis pasti ada,” terangnya. 


Suparman menambahkan, organisasi ekstra tidak 
boleh sering dibawa kedalam kampus dalam acara 
apapun, baik itu KAMMI, HMI, IMM, PMII, dan lain 
sebagainya. 


“Misalnya dulu ada yang mau mencalonkan gubernur 


PMII, 
masuk kampus, hal 


Jawa Tengah dari 
kemudian 
semacam ini seharusnya tidak bisa masuk dalam 


kampus,” ujar pria asal Kebumen. 


Suparman menegaskan, Organisasi ekstra itu tidak 
mempunyai hak untuk memakai, kecuali mereka 
membayar sendiri. Ijinnya bukan ke Dema, ijinya ke 
Bisnis dan rumah tangga. Kalau memang dibolehkan 
dan gedungnya dipakai silahkan bayar. 
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“Pada intinya, kampus tidak membawahi organisasi ekstra, tetapi — Kebingungan aturan sewa-menyewa tempat sempat 


kampus hanya memayungi supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak — juga dialami Nurul Aini, mahasiswi semester 7 Fakultas 


diinginkan,” tegasnya. Dakwah Dan Komonikasi. Ketika organisasi yang 
digelutinya mengadakan acara dikampus, tepatnya di 


Kabag Rumah tangga UIN Walisongo, Mahin Aryanto, merasa tidak Laboraturium Dakwah, ditegur oleh organisasi intra 


tahu ada tidaknya aturan yang tidak membolehkan menggunakan dengan alta perdtan spse Paha 


fasilitas kampus melalui ak a bagi organisasi ekstra. RAN . 
Mi Ni organisasi ekstra tidak diperkenankan membuat acara 


“Kalau melihat masyarakat umum boleh menggunakan, mengapa — Si kampus. 


hasiswa tidak,” k i i di j . - : : (ge : 
mahasiswa tidak,” katanya saat ditemui diruang kerjanya Kami mgffinta prosurnya, tambediri mereka tidak 


Ia menambahkan, bahwa penyewaan merupakan bagian wilayah bisa menunjukkan, padahal kami mengikuti prosedur 


bisnis (PBB). “Mereka tidak melihat dari organisasi mana, yang Yang sudah ada. Kami sudahyke Kabag Bisnis dan 


penting bayar. Namun khusus hari Sabtu-Minggu diperuntukkan — ternyata,dibolehkan, dan kami izin ke Kasubag Labda. 


untuk umum, selain hari itu untuk pihak internal civitas akademika,” Pihak Fabdapun menyewakan, ujar aktivis HMI 


tambahnya. tersebut: 


TANGGAPAN-TANGGAPAN 


Ketua Kesatuan Aksi Mahasiswa 
MuslimsIndonesia (KAMMI) WIN 


FAROHIS SMA 1 
Wonogiri tersebut mengatakan, 


Mantan Ketua 


Ketua 
KAMMI? 
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PANAS 
KE 
PO agaa 
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Walisongo, Hanif Musthofa Abdul 
Aziz, mengatakan, selamawihi izin 
peminjaman tempat untuk kegiatan 
yang membawa nama-kampus UIN 
Walisongo beluntvada aturannya. 


Hanif mengaku, dalam masalah 
permohonan izin masih merasa 
kesulitan. Pernah ingin mengadakan 
acara di gedung 9 Fakultas Sains 
dan Teknologi, sebelumnya telah 
meminta izin ke pihak kampus dan 
membolehkannya. Tetapi mendekati 
pelaksanaan — dipindahkan — ke 
Laboraturium — Dakwah. 


“Panitia penyelenggara mendapat 
pesan melalui “sms” untuk dilarang 
menggunakan gedung itu dari 
pihak luar. Kemudian acara tersebut 
dipindah ke Laboratorium Dakwah 


dengan meminta izin ke bagian 


Divisi Konseling dan akhirnya 
diperbolehkan” tutur pria asal 
Wonogiri. 


KAMMI adalah termasuk Organisasi 


ekstra kampus seperti kebanyakan 
kampus di Indonesia. Organisasi ekstra 
pasti ada batasan tertentu dan harus 
patuh mengikuti peraturan yang ada 
ketika mengadakan acara di dalam area 


kampus. 


Namun ada juga kampus-kampus 
tertentu yang menjadikan organisasi 
ekstra bagian dari organisasi intra, jadi 
seperti lumrahnya organisasi intra/ UKM 
(Unit Kegiatan Mahasiswa). Organisasi 
ekstra diberi kesempatan mengadakan 
acara besar di dalam kampus, contohnya 


di IAIN Metro Lampung. 


“Seperti organisasi pada umumnya, 
KAMMI juga 
kegiatan seperti 


mempunyai agenda 


organisasi ekstra 
lainnya. Ketika kegiatan itu dalam 
lingkup kecil biasanya diselenggarakan 
di area kampus ruang terbuka. Namun 
untuk acara besar kebanyakan di luar 


kampus,” tegasnya. 


Ketua Komisariat Himpunan Mahasiswa 
Islam Indonesia (HMI) UIN Walisongo, 
Ahmad Anwar Musyafa, mengatakan, 
kebijakan bahwa 
kampus 


selama terdengar 


organisasi ekstra dilarang 
melakukan kegiatan dengan memakai 
fasilitas kampus, haltersebutmenandakan 
bahwa kebijakan tersebut belum berlaku 


universal. 


”Bukan pengamatan, melainkan bukti. 
Kami memiliki banyak bukti tentang 
kebijakan belum berlaku 
universal” ungkap Anwar. 


tersebut 


Anwar mengatakan, desas-desus perihal 
kebijakan tersebut belum pernah ia 
ketahui secara resmi melalui sosialisasi, 
atau SK Rektor. Sehingga hal ini masih 
menimbulkan pertanyaan mengenai 
kebenaran adanya SK rektor tentang 


kebijakan tersebut. 


“Kami tidak pernah mendengar secara 
resmi atau diundang untuk sosialisasi 
terkait peraturan atau SK Rektor yang 
ekstra 
dilarang masuk kampus,” tegasnya. 


mengatur tentang organisasi 


Ketua 
IMM 


p 


memiliki 
kebijakan 
tentang organisasi ekstra, pihak 


Meskipun — belum 


kejelasan ' mengenai 


Korkom setuju dan mendukung 
mengenai adanya regulasi itu 
jikadiberlakukan di lingkungan 


kampus UIN Walisongo 
Semarang, — asalkan — berlaku 
universal. 

“Kalau organisasi ekstra ini 


melakukan kegiatanya di luar 


kampus, justru saya dukung. 
Tujuanya apa? ketika organisasi 
ekstra ini melakukanskegiatannya 
di kampus otomatis kampus jadi 
rame, ada gerakanya» tutur pria 


kelahiran Rembang “itu: 


Demi £ mendukung adanya 
kebijakan Stersebut, 3 pihak dHMI 
selama ini dalan melakukan 
kegiatantorganisasinya-bertempat 
di kantor “kesekretariatan HMI, 
kalaupun harus, memakai fasilitas 
kampus pihaknya akan menyewa 


kepada pihak“ kampus. 


Ketua Ikatan Mahasiswa 
Muhammadiyah UMM) UIN 
Walisongo, Muhammad Ilyasi, 


berpendapat, sudah jelas organisasi 
ekstra bukan tanggung jawab pihak 
kampus lagi. Secara sederhana 
dianggap sebagai orang luar, walaupaun 
pada kenyataannya semua anggota 
dan pengurusnya adalah mahasiswa 


kampus tersebut. 


Upaya untuk menelusuri simpang siur 
tentang keberadaan SK pengadaan 
kegiatan ekstra di dalam kampus juga 
sudah pernah dilakukan dan hasilnya 
sama saja yaitu nihil. 


KAMPUNG WALISONGO 


“Saya pada suatu kesempatan 
pernah menemui Wakil Rektor 
bidang kemahasiswaan dan 
menanyakan perihal SK yang 
ekstra 
salah 

di 
kampus ini rasanya saya sangat 


mengatur organisasi 
Selaku ketua 


organisasi 


kampus. 
satu ekstra 
perlu mencari kebenarannya,” 
katanya. 


Ilyasi ' menambahkan, ada 
kejanggalan beberapa orang di 
jajaran birokrasi kampus yang 
menyatakan bahwa peraturan 


tersebut ada. 
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KAMPUNG WALISONGO 


“Kami sudah menelusuri 


kesana-kemari nyatanya 
hasilnya nihil semua, bahkan 
jawaban — antara pejabat 
birokrasi satu dengan yang 
lain berbeda. Hal ini juga 
bahwa 


yang masih 


menandakan ada 
sebuah hal 
luput dari pandangan pihak 


kampus,” tegasnya. 
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Memang terkadang hubungan 


antara organisasi satu dengan 
yang lain tidak semuanya berjalan 
baik, sebab 


organisasi memiliki kepentingan 


dengan semua 


dan tujuan masing-masing atau 


bahkan ingin menguasai. 


“Dominasi pasti akan selalu 


oraginsasi yang mendominasi 
berbeda-beda. 
eksistensi pula menjadi salah 


itu Ego dan 
satu titik yang perlu di ubah 
aktivis 
organisasi baik ekstra maupun 


dari maindset para 
intra. Mengintervensi boleh saja, 
namun harus berdasarkan bukti 
yang jelas pula” tutur mahasiswa 


ada, hanya saja di setiap kampus 


asal Madura tersebut: 


Ketua 
PMII 


“ 


Ketua PMII Komisariat Uin Walisongo, 
Fuad Isro Yasin, mengatakan,y'selama 
ini SK Rektor mengenai boleh tidaknya 
organisasi ekstra mengadakan kegiatan 
di dalam kampus tidakwada, tapi hanya 
melalui perjanjian lisan saja, tidak tertulis. 


“Yang saya tahughanya perjanjian lisan 
saja, jadi belum “ada SKysRektornya. 
Kemaren saya sudah instruksikan dengan 
DEMA perihalyini akan dibahas" total 
di pengurusan sekarang. Ini nanti akan 
dijadikansSK Rektor, tinggal, nanti akan 
di terima atatntidak olehwakil rektor III? 


jelasnya saat “ditemui reporter Justisia. 


Fuad menegaskan,” dengan adanya SK 


Rektors, menjadi Penguatan tersendiri 
dan menjadi bentuk kerjasama antara 


Organisasi ekstra dan intra. 


PihaksPMII setuju dengan adanya SK 
Rektor jika hal tersebut bertujuan untuk 
pengembangan, agar tidak tidak terjadi 
tindih dengan UKM dan 
organisasi intra. Tetapi jika ada lebel 


tumpang 


“ini lho jas saya, maka hal itu tidak bisa 
diterima. 


“Ekstra adalah organisasi luar yang masuk 
dalam kampus, sehingga harus ada filter 


atau “penyaringan. Intra harus menyeleksi 
kegiatannyavterlebih dahulu apakah forum 
tersebut dapat di masukkan ke gedung atau 
cukupwdi halaman saja,” ujarnya. 


Untuk perihal melakukan kegiatan organisasi, 
kegiatan dilakukan di dalam kampus dan 
diluar kampus. 


“Ekstra pasti luar kampus, minimalnya di 
halaman, dan sekarang mau dioptimalkan di 
YPMI lagi. Ketika mau dilakukan di dalam 
kampus kita bekerjasama dengan intra sepakat 
atau tidaknya. Harus ada pertimbangan dari 
intra kalau tidak sepakat ya mengadakan di 
luar, karena kita organisasi ekstra,” tegasnya. 


Fuad menambahkan, menyang-kut perizinan 
penggunaan gedung di dalam kampus sendiri 
sistemnya lewat jalur kampus satu semua. 


Jadi sekarang lewatnya pusat pengembangan 
bisnis semua. Apabila ekstra mengadakan 
kegiatan di dalam kampus, pihak intra harus 
mengetahui, tidak boleh sewenang-wenang. 
Iya kita bayar, tapi intra kampus harus tau 
karena mereka yang memiliki kawasan, terang 
mahasiswa Fakultas Dakwah itu. (j) 


Khusna R.A.R - Hasan AL. 


S. Aziz - M. Rifgi A. - Mukti B. a 


Pertanyaan: 


Bagimana mekanisme perkawinan 
bagi orang Islam dengan orang 
yang tidak punya agama. Hanya 
kepercayaan, seperti Darmo 
gandul, Sapta Dharma, Sunda 
Wiwitan dan lain sebagainya. 
Padahal masalah agama 
merupakan permasalahan 
pribadi. Sedangkan di Indonesia 
tidak mengakui agama selain 
enam agama. Dapatkah 
memperoleh kekuatan hukum? 


DIALOG 
HUKUM 


Perkawinan 
Beda Agama 


Prof. Dr. Abdul Hadi, MA. 


Jawaban: 


Pada dasarnya memang permasalahan agamasmerupakan masalah pribadi, 
karena menyangkut keyakinan seseorang. Namun untuk ketertiban 

dan kemaslahatan bersama, negara hanya mengakui enamvagama yang 
berkemabang di Indonesia. 


Mengenai aliran kepercayaanyang berkembang'di-Indonesia dan dibina oleh 
pemerintah, selama ini'semata-mata agar penganut kepercayaan kembali 
kepada agama induknya sesuai dengan kepercayaan itu. Tetapi dalam 
berjalannya waktu, penganut kepercayaan'ini justru menjadi semacam “agama 
semu” sehingga terjadilah “polemik metafisik” yang sangat panjang. 


Bagi penganut kepercayaan, dengan pembinaan ini merupakan keberuntungan 
yang.dimungkinkan dapat membentuk “agama baru” di Indonesia. Apabila 
orang Islam.hendak melangsungkan perkawinan dengan seorang penganut 
kepercayaan, maka prosesipertama yang harus dilakukan adalah harus ada 
pengakuan secara tegas'dari penganut kepercayaan terhadap salah satu 
agama yang diakui-oleh negara. Sebab dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), 
bawasannya'orang Islam hanya dapat melakukan perkawinan dengan orang 
Islam. Jadi tidak bisa kawin dengan non muslim. Maka penganut kepercayaan 
harus mengakui terhadap agama Islam. 


Setelah ada pegakuan tersebut, perkawinan dapat dilangsungkan sesuai 
dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Jika dari pihak penganut 
kepercayaan tidak ada pengakuan secara tegas, maka dapatlah kita mengamati 
perilaku keberagamannya, kecenderungannya terhadap agama mana ia lebih 
yakin. Barulah kemudian, perkawinan dapat berlangsung sesuai dengan agama 
dan kepercayaannya (kepercayaan disini terkait dengan kata agama) tersebut. 
Jadi orang Islam hanya dapat menikah dengan orang Islam walaupun pada 
mulanya salah seorang merupakan penganut kepercayaan. Jjl 
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SJMYI MUI 


enawatkan 
pemikiran 
agama dari 

masa ke masa 

telah diwarnai 
oleh beberapa pemikir dari lintas 
zaman. Mereka menelaah detail- 
detail agama yang dirawat oleh 
kelompok sosial yang kemudian 
hari diteorisasikan. Jaringan yang 
memberikan pencerahan insan 
manusia atas anggapan agama 


dari berbagai sudut. 


Dipertengahan abad ke 
19, dunia tokoh 
filsuf agama aliran pragmatisme 
bernama Wiliam James (1842- 
1910).Ia — dilahirkan 


tengah keluarga yang memiliki 


kedatangan 


ditengah- 
te) 


latar belakang menyukai diskusi 
dan perdebatan. Oleh ayahnya 
yang bernama Henry James 
— yang juga pemikirs— Wiliam 
James dibina untuk membiasakan 
mengolah pikirannya dan di,ajak 
mengikuti berbagai pertemuan 


yang dihadiri, oleh ayahnya. 


James, “menganalisa agama 
dalam “he /Varieties of, Religous 
Exertence (1902) berupa 
empat" bentuk agama sebagai 
pengalaman, agama sebagai 


hipotesis, agamawsebagai filsafat 
dan agama,sebagai jaminan tujuan 


masa depan. 


Argumen yang diajukan oleh 
James dua abad silam memiliki 
konteks di mana agama dianggap 
yang 
dogmatis dan absolut. Berpangkal 


sebagai — kepercayaan 


dari fenomena itu berujung pada 


dan tidak 
terdapat che& and rechek terhadap 


anggapan irasional 


agama, terutama oleh para 
ilmuwan. 
Sebagai filsuf aliran 


pragmatik, James menunjukkan 
pengalaman yang terpaut dengan 
agar merupakankebenaran .yang 
terverifikasi oleh pengalaman 
individu maupun kolektif atas 
kebenaran sendiri. 
Perihal 


kontinuitas perdebatanvselalu tak 


agama ,itus 
pengalaman agama, 
melulu berujung pada benaryatau 


salah, value religous awe and: religous 


Joy. 


Tak berhentipadapengalaman 
James 


dampat 


amzsich, agama menurut 


dituntut ' membetikan 
konkrit'bagi umatya. Tidak hanya 
“Maha 


aj 139 4 2 : 
Suci”, tuntutan duniawi dianggap 


perkara dengar yang 


sebagai representasi “Yang 
Maha Suci” atas kekuasaan yang 


disandangkan oleh umatnya. 


demikian ? 


Kausalitas dogmatis yang sistemik 


Mengapa 
harus menghasilkan kenyataan 
yang diinginkan oleh umat — 
kaum industrial saat itu — sebagai 
proses pernyataan sikap beragama 
mereka. Entitas agama — harus 
tanggap akan kebutuhan lahirian 
dan duniawiah. Kalaupun tutup 
mata akan dampak nyata agama. 
James menganggap pengikut 
agama tersebut telah terpasung 
semata. 


dogmatis 


Sampailah pada bentuk 


agama sebagai filsafat. Artinya, 


pengikut agama tertentu yang 
menempatkan dirinya untuk 
melakukan kebijaksanaan, 
sebagaimana telah di ajarkan 
suci. Selain 


oleh ayat-ayat 


membetikan kepuasan dan 
kerinduan serta membawanya 
pada “perasaan «yang tenang 


untuk inidiviunjuga masyarkat. 


sebab 
oleh 


menekankan 


Bukan tanpa 


pernyataan ini dibuat 
Jamesw yang 


tiga cmosi dalam ajaran 
agama, religous fear (ras takut 
beragama), religous — awe (rasa 


kagum beragama), dan religous 


joy (rasa nyaman beragama). 


Hingga sikap keagamaan kita 
mendekatkan pada nilai-nilai 


kebijaksaanan. 


Bentuk agama yang 
terakhit dikemukakan oleh 
Wiliam James, sebagai jaminan 
tujuan masa depan, bahwa 


keyakinan akan 'Tuhan itu 


akan memiliki rasa percaya, 
juga 
membesarnya kekuatan moral 


yang dimilikinya. 


sekaligus semakin 


Tujuan masa depan setiap 
debatable, 


entah itu masa depan yang 


individu sangat 


ia inginkan atau eskatologi 


sebagaimana ajaran Abrahamik 


melabelinya. — Lantas, yang 
diinginkan disampaikan 
oleh James, kejelian umat 


beragama tentunya bukan soal 
“keselamatan kolektif maupun 
Lebih, pada 
yang didapatkan 


individu an sich. 


religous joy 


34 
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sesuai dengan tafsir masing-masing individu 


tanpa menekankan dogma atau, absolut. 


Urusan masa depan memang selalu saling 
berebut untuk yang terdepan. Mereka tak 
pernah memikirkan telah mengukir apa saja 
dengan ajaran-ajaran agama yang iananut. 
Ditambah, kalkulasi “baik melawan buruk” 
diutamakan sebagai/acuan — menganjurkan 


ajaran-ajaran kebaikan. 


James & Fenomena 
Penghayat 


Ketok Hakim MK Saldi Isra saat 
membacakan putusan di Gedung Mahkamah 
Konstitusi, Jakarta Pusat, Selasa (7/11/2017). 
Dikutip dari media daring, Kompas.com, Saldi 


Isra membacakan isi putusan 


“Bahwa agar 
tertib 


tujuan mewujudkan 


administrasi kependudukan dapat 
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terwujud — serta mengingat 
jumlah penghayat kepercayaan 
dalam masyarakat Indonesia 
sangat banyak dan beragam, 
pencantuman elemen data 
kependudukan tentang agama 
bagi penghayat 


kepercayaan 


hanya dengan mencatatkan 


yang bersangkutan sebagai 
(penghayat kepercayaan” tanpa 
yang 
dianut di dalam KK ataupun 
KTP-el, begitu juga. sdengan 


merinci kepercayaan 


penganut agama lain,” 


Jalan panjang “penghayat 
sebagai 
Republik 
Indonesia untuk dicantumkan 


mendapatkan — hak 
warga “negara di 
pada kolom “agama kartu 
tanda'penduduk (KTP) dengan 
tulisan PENGHAYAT. 


Data yarig dilansir oleh 
Kemendikbud pada tahun 
2017, di Indonesia terdapat 180 
organisasi penghayat. Secara 
geografis, Jawa Tengah menjadi 
wilayah terbanyak dengan 
total 48 organisasi aktif dan 
5 yang tak aktif. Diperingkat 
kedua, 
jumlah 43 organisasi aktif dan 
7 tidak aktif. Berbeda di antara 


keduanya, Yogyakarta dan Jawa 


Jawa “Timur engan 


Barat hanya berjumlah 25 dan 
7 organisasi aktif, sedangkan 8 
organisasi tidak aktif dengan 
rincian 6 di Yogyakarta dan 
2 di Jawa Barat. Di Ibukota 
masih terdapat 14 organisasi 
penghayat Kepercayaan dan 2 


di antaranya tidak aktif. 


Data di atas berbicara 


bahwa kuantitas penghayat yang 


eksis merupakan gambaran 
agama asli Indonesia tersebut 
terus di jaga oleh penerusnya 
meskipun gempuran agama 
pendatang dari masa ke masa 


semakin  berhimpitan. 


Perjuangan mendapatkan 
pengakuan Agama —karena di 
Indonesia ada gama (resmi) 
dan agamaw(ilegal)- ditujukan 


guna menunjang religous joy 
sebagai'representasi atas re/igons 
awes, Analoginya, penghayat 
yang juga warga negara selain 
wajib di lindungi oleh negara 
UUD 


kaum 


sebagaimana — amanat 


1945. Juga 
beragama yang berkeinginan 


sebagai 
menjalankan kehidupanan 


beragamanya secara nyaman. 


Upaya jalur hukum yang 
salah 
satu medan yang harus dilalui 
di Indonesia akibat 
diskriminasi 


ditempuh merupakan 


adanya 
terhadap warga 
penghayat. Hal ini terjadi karena 
dominasi negara terhadap 
ruang sakral bernama agama 
yang berujung pada segregasi 
Agama (resmi) dan agama 
(ilegal). Permasalahan demikian 
tentu harus dijadikan pelajaran 


bagi penyelenggara negara. 


Bahwa memahami agama 
sebagaimana Wiliam James, 
dalam karyanya The Varieties of 
Religous Exerience (1902) harus 
secara detail melalui , Institutional 
adalah 
keagamaan yanng dijalankan 


Religion prosedur 


oleh kelompok keagamaan. Di 


FILOSOFIA 


dalamnya teologi memiliki point of view yang sangat 
penting dalam menjalankan institusinya. 


Penghayat yang memiliki corak kultural 
sangat mendalam dan mendarah 
daging dengan sejarah nusantara 
seharusnya mendapatkan 
previlage. “Tidak bisa, ada 
standarisasi yang dilakukan 
pemegang kekuasaan 
terhadap sebuah sistem teologi. 
Justru akan menghilangkan religious 
Joy and awe. 


Poin selanjutnya, Personal Religion, sebagai 
bentuk primordial yang penekanannya pada 
moralitas non-institusional. Hubunganya erat secara 
vertikal yang representasinya berupa vertikal. 
Penghayat, memiliki cara pendekatan 
terhadap “Yang Disucikan” melalui 
ritual adat yang lekat dengan budaya 
nusantara. Orang lebih familiar 
dengan sebutan — Fetishism 
and Magic, karena bentuk 
yang lebih primordial 
daripada agama sii 
personal. 
James, mengetengahkan 
pembahasan tersebut 
tentu untuk 
menguraikan 

permasalahan 
beragama di 
masyarakat grass 
root sebagai salah 
satu varian yang harus 
dipahami secara detail agar 
kebijakan yang diputuskan oleh 
penguasa dapat bijak. 


Awan terang untuk masa depan 
penghayat telah terbuka, sejarah masa lalu 
yang kelam harus dijadikan belajaran. Karena 
ajaran agama bukan mengajarkan untuk ketakutan, 
melainkan kekaguman dan kenyamanan untuk 


kolektivitas. 
Fadli R. IE 
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“Aktif di Birokrasi adalah Pembodohan”. Begitulah 
komentar leluhur Justisia, Rumadi, yang akrab 
dipanggil Mas Rum. Sosok yang lahir pada tanggal 9 
September 1970 di Bawu, Jepara ini adalah salah satu 
pendiri majalah kesayangan Fakultas Syariah, Justisia 
dan merupakan pemimpin redaksi (pimred) pertama 


di majalah ini. 


Ketika ditemui Justisia di tempat tinggalnya, Komplek 
Perum Wahyu Asri gang 8/86B dan ditanya tentang 
sejarah berdirinya Justisia ia menjawab bahwa 
berdirinya majalah Justisia ini tidak lepas. dari 


persaingan intelektual. 


“Sebenarnya majalah sjustisia itu “muncul dari 
persaingan antara bito/Teater dan biro FORSI, 
FORSI “mengusulkan 


lembaga penerbitan, dan dengan perjuangan yang 


kemudian dari diadakan 
panjang dan melelahkan, akhirnya terbitlah majalah 
mahasiswa dengan nama Justsia dengan Surat izin 
Dekan Nomor DI/B-I/WS-2/111/1993. Walaupun 
masih sangat sederhana tapi kami merasa bangga, 
karena kami belum mempunyai bekal jurnalistik yang 
memadai,” tutur mantan Ketua PMII Rayon Syariah 


ini dengan kalemnya. 
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AKTIF DI 
BIROKRASI 
ADALAH 


PEM- 


Cowok yang berkali-kali mendapatkan beasiswa ini 


menilai bahwa pendidikan yang baik adalah adanya 
sikap saling memberi dan menerima di antara senior 
dan junior, antara dosen dan mahasiswa. Keduanya 
harus saling terbuka untuk menerima kekurangan 
dan kelebihan. Sebab pada hakikatnya dosen adalah 
partner mahasiswa dalam belajar, bukan dewa yang 
segala sabda-sabdanya harus dipatuhi. Sehingga dari 
sini akan tercipta iklim akademis yang penuh dengan 


atoma intelektual. 


“Inklusivisme adalah kunci lajunya intelektualitas,” 
jelas Rumadi yang kini berprofesi sebagai dosen 
Universitas Paramadina, Jakarta kala mengomentari 
tentang idealitas sistem teaching-learning kepada kru 


Justisia. 


Ketika ditanya tentang program organisasi kemahasiswaan 
dia menjawab bahwa dana-dana itu hendaknya dipakai 
untuk kegiatan ilmiah dan untuk memperkuat militansi 
intelektual, — misalnya ' mengembangkan — kelompok- 
kelompok diskusi, bukan untuk kegiatan yang sifatnya 
seremonial dan terkesan menghambur-hamburkan uang 


seperti rekreasi. 


“Kebanyakan dana organisasi (seat) itu mengalir pada Show 
Ilmiah yang sangat sedikit manfaatnya pada mahasiswa 
secara keseluruhan, akan lebih baik bila dana itu untuk 
membangun kelompok-kelompok diskusi agar bisa 
berjalan secara intensif,” tutur pria yang berperangai kalem 


dan sederhana ini. 


Dari semua kegiatan yang pernah diikutinya, selama 
menjadi mahasiswa program S-1 yang paling banyak 
membantu dalam studinya adalah aktif di penalaran dan 
jurnalistik, karena menurutnya, aktif di birokrasi adalah 
pembodohan sebab kita dipaksa untuk kerja praktis dan 


menghabiskan banyak waktu. Mungkin karena getolnya 


dengan dunia intelektual sehingga pria kelahiran Jepara 


ng tmJUS ISI A 
UNTUK ST) DAN KEADILAN 


Pena NN Gayabala 
Justisia atas 
diraihnya gelar 
SARJANA HUKUM 


Wilutama Tungga Dewi, S.H. MN Sagita Ayu, S.H. 


Bendahara Justisia 


Pemimpin Umum Justisia 


Th. 2016-2017 Th. 2016-2017 


JUSTISIANA 


ini betul-betul terbukti keahliannya misalnya dengan 
seringnya menulis di pelbagai media massa baik 
daerah maupun nasional, yang mana hal demikian 


tidak mudah dilakukan oleh kebanyakan orang, 


Pria yang kini berusia 47 tahun ini sangat sayang 
dengan mahasiswa. Meskipun ia sudah keluar dari UIN 
Walisongo namun ia tetap memantau perkembangan 
intelektualisme di UIN khususnya di Fakultas Syariah. 
Dia sangat sedih seandainya mahasiswa yang kini 
banyak fasilitas itu justru tenggelam, dalam dunia 
keamburadulan. «Tidak memanfaatkan. fasilitsa itu 
dengan sebaik-sebaiknya. Walaupun demikian ia 
merasa bangga dengan perkembangan Justisia yang 
semakin pesat. Sebagai “kakek moyang” Justisia ia 
merasa bersyukur kepada Allah, karena Justisia yang 
dia perjuangkan duluwkini telah mampu bertahan 
baik dalam kualitas maupun kuantitas, dan sanggup 


bersaing dengan'pers mahasiswa lain. |J| 


(penulis: Faisol, Muawanah di Majalah Justisia IM 
edisi 10 th. IV/1997) 


RESENSI 


BUL 
KEB 


SE, 


Justisia: Danil 
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alangan kebatinan sejak dulu 
menegaskan bahwa apa yang 
digarap didalam pengalaman 
dan alirannya selalu berupa 
penghayatan batiniyah. Peng: 
hayatan itu tidak berpangkal 
pada semacam buku pegangan, 
ajaran, pengetrapan/ ataupun 
laku didalam upacara ke- 
masyarakatan, tetapi terjelma 
melalui kehidupan sejati. 
Semua itu hanyaadimungkinkan 
melalui penghayatan dan 
pengalaman  melaluig, sikap 
mawas/ diri kyang semuanya 
ditempatkan, dan disadari di 
dalam tubuh seseorang yang 
diketahui melalui fasa sejati 
di kalbu begitulah penuturan 
Paul Strange dalam ucapan 


pengantar buku yang ia tulis. 


Buku yang berjudul Kejawen 
Modern karya Paul Strange 
merupakan sebuah karya 


yang mengupas habis serta 
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memberikan “gambaran tentang 
gerakan “ kebatinan Wmasa,, kini 
tefitunya tanpa “ meninggalkan 
unsur-unsur kebatinan'yyang telah 


melekat, sejak dulu, 


Sumarah adalahn,sebuah kata dalam 
bahasa Jawa“yang berarti keadaan 
menyetah 'atau pasrah secara total. 
Ini merupakan deskripsi tujuan dan 
sifat dari praktik spritual Paguyuban 
Sumarah. Tujuan meditasinya yang 
biasa disebut swud adalah menyerah- 
pasrahkan seluruh asfek keberadaan 
pribadi sehingga sang diri (the sel) 
tidak lebih dari sekadar wahana atau 
kendaraan bagi kehendak Tuhan. 
Sesi sujud biasanya dilakukan setiap 
minggu dan lazimnya digelar di 
kediaman para warga yang telah 
maju penghayatan — rohaninya. 
Mereka yang terakhir ini, bertindak 
sebagai “pamong” bagi yang lain. 
Sumarah 


Organisasi Kebatinan 


memiliki sekitar 6 tibu anggota. 


Kepengurusan tertinggi dipegang 


oleh Dewan Pimpinan Pusat di 
Jakarta sedangkan wilayah pusat 
daerah di bawah kendali Dewan 
Daerah. 
daerah tersebut adalah Bandung, 


Pimpinan Diantara 
Yogyakarta, Surakarta, Semarang, 
Magelang, Madiun, Ponorogo, 
Kediri, Malang dan Surabaya. 


Para anggota Sumarah mengawali 
meditasi sujud dengan sesanggeman, 
yakni sekumpulan “ikrar atau prinsip 
dasar keyakinan. Secara ringkas, 
sesanggeman menunjukkan bahwa: 
Sumarah adalah persaudaraan sujud 
sepenuhnya kepada Allah yang 
didasarkan pada keyakinan bahwa 
suatu kebenaran mendasari semua 
agama. Tujuannya adalah adalah 
menuju keseimbangan lahir-batin 
dan memlihara kesehatan badan 
dan kedamaian batin. Ia bermanfaat 
sebagai penguat tali persaudaraan 
umat manusia melalui semangat 


kasih sayang, menerima tanggung 


AT SEDUNIA, 
ENARAN MELANDASI 


MUA AGAMA « 


jawab sehari-hari, tanggap atas segala 
kebutuhan sosial dan menyelaraskan diri 
dengan kehidupan. Ia tidak membutuhkan 
tekanan, paksaan, rasa benci, pretensi 
dan egoisme, tetapi menghormati sesama 
dan gigih berupaya untuk meningkatka 
cita- 


kesadaran demi tujuan atau 


bersama. Ia bukan organisasi 
kebenaran tunggal yang menguntungk 


semua manusia. 


Sesanggeman — dim 


bahwa 


para 


Ta 
23 er 
8 


8 si “ . Na 
"As yang 


meskipun ia merujuk pad 
Ty 


dimaksudkan oleh 
Will be done (mengikuti kehendakmu). 
Istilah ini sekaligus melukiskan sifat dari 


ajaran Yesus, 


praktik spiritualnya dan keadaan yang 
menjadi tujuannya karena secara esensi 
arti “sumarah” dalam bahasa jawa mirip 


dengan arti “Islam” dalam bahasa Arab. 


Judul: 
KEJAWEN MODERN 
Hakikat dalam Penghayatan 
Sumarah 
Penulis: 
Dr. Paul Stange 
Penerbit: 
LkiS-Printing Cemerlang 
Tahun/cetakani: 
2009/1 
Jumlah halaman: 
394 
ISSBN: 


979-978-53-8-3-1 
Presensi: 
Siti Sarah 


Maka sujudnya dapat dengan mudah 


ditafsirkan sebagai wacana “Islam” 


Sumarah melihat sejarahnya sendiri 
sebagai sebuah mikrokosmos dari 
pola Nasional. Akarnya bersemayam 
didalam adat pengetahuan tradisional, 
didirikan 
kolonial 


ditengah 
30-han 


masyarakat 


tahun menjadi 


,v 
'"« Sebuah gerakan 


pada masa 
revolusi nasional dan membentuk 
dirinya sebagai organisasi pada 
tahun 50-han. Pada tahun 60-han 
seperti bangsa Indonesia iapun 
mengalami krisis dan pada tahun 
70-han Sumarah 


proses kembali kebatinan secara 


aktif dalam 
Nasional. 


Secara keseluruhan buku ini telah 
dianggap bagus dari segi substansi 
pembahasan oleh karena itu 
bagi civitas akademik baik dari 
kalangan dosen, mahasiswa dan 
umum yang ingin mendalami 
wacana aliran penghayat bisa 
menggunakan buku ini sebagai 
literasi '— pendukung. — Namun 
kekurangan dari buku ini adalah 
banyaknya istilah-istilah yang 
tidak dimengerti sehingga apabila 
divisualkan istilah 
kurang dipahami.|/ 


tersebut 
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ANTARA 
MITOS BENCANA DAN 
FENOMENA ALAM 
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omentum pergantian tahum.selalu 


memberikan euforia «besar di 
berbagai belahan dunia.” Biasanya 
bermacam-macam 


gegap 
gempita, khususnya di kota-kota besar. Tak 


dimeriahkan dengan 


pertunjukkan - kembang “api” yang 
terkecuali kemeriahan tahun baru 2018 yang 
baru saja. di rayakan beberapa minggu yang 
lalu. Menariknya, selain warna warni letusan 
kembang api di langit, pemandangan malam 
pergatian tahun baru 2018 kemarin juga di 
perindah “dengan fenomena penampakan 
Bulan purnama yang lebih besar dan terang 
dari pada lazimnya, atau yang biasa disebut 


dengan fenomena Supermoon. 


Istilah supermoon pertama kali dikenalkan 
dalam dunia astrologi. Yaitu seorang astrologer 
(peramal) 


Nolle memunculkan dan mengenalkan istilah 


asal amerika bernama Richard 


tersebut dalam sebuah artikel yang diterbitkan 
dalam majalah Horoscope pada tahun 1979. 


Nolle menggambarkan supermoon sebagai 
Bulan Baru atau Bulan Purnama yang 
terjadi saat Bulan berada pada pendekatan 
orbit terdekatnya (mendekati 90Y0) dengan 
Bumi. Pada saat tersebut Bumi, Bulan dan 
Matahari semuanya sejajar. Bumi berada di 
tengah ketika purnama, sementara Bulan 
Baru terjadi ketika Bulan berada di tengah. 
Meskipun begitu, persentase 900 yang 
dinyatakan Nolle masih dipertanyakan 


kebenarannya, 


James Garvin, kepala ilmuwan di Pusat 
Penerbangan Luar Angkasa Goddard 
milik NASA (National Aeronautics and 
Space Administration) mempunyai definisi 
yang lebih sederhana dari pada Nolle. 
Menurutnya supermoon adalah keadaan 
ketika Bulan berada di orbit terdekat 
dengan bumi , dan efek ini paling terlihat 
saat bersamaan terjadinya bulan purnama. 


Penyebabnya karena orbit Bulan dalam 


PERIGEE 


rs 14K BIGGER 
and 30X BRIGHTER 


APOGEE 


“As seen from Earth 


mengelilingi Bumi berbentuk elips, 
sehingga ada titik-titik tertentu 
Bulan 


terlihat sangat dekat dan besar, 


yang kadang membuat 


kadang sangat kecil dan jauh dari 
Bumi. Keadaan tersebut membuat 
Bulan terlihat 5,9 — 6,9 Yo lebih 
besar dari pada ukuran rata-rata 
purnama, dan 12,5”0-14,1 Yo lebih 
besar dari pada micromoon, yaitu 
purnama yang terjadi ketika Bulan 
berada pada titik orbit terjauh dari 
Bumi. Saat supemoon, cahaya yang 
di pantulkan bisa membuat Bulan 
menjadi 16yo - 30Yo persen lebih 


terang. 


Noah Petro, 
ilmuan riset dari Pusat Penerbangan 
Goddard milik NASA mengatakan 
bahwa 


perbedaan ukuran sebuah purnama 


Menutut seorang 


untuk mengetahui 
yang sedang supermoon dan tidak 
sangat susah, terutama saat tengah 
malam. Kecuali jikawpengamatan 
dilakukan disaat Bulan purnama 
dekat horison/ 


dengan garis 


cakrawala (ketika Bulan terbit atau 


terbenam). 


Dalam studi Astronomi, fenomena 
Supermoon dikenal dengan beberapa 
istilah. Berdasarkan posisi orbit 
terdekat Bulan ke Bumi, Supermoon 
disebut dengan istliah perigee moon 
(Bulan perigee). 


Selanjutnya jika 


Bulan Perigee terjadi pada “fase 
Bulan purnama maka disebut perigee 
Jull moon dan disebut perigee new moon 
jika pada fase Bulan .baru.Mengacu 
pada teknis, Supermoon juga disebut 
dengan perigee-syzygy. Pemakaian istilah 


y94 ini dipakai untuk penyebutan 


teknis sistemy, konfigurasi” garis 
lurus tiga bendaw angkasa ,dalam 
Astronomi, seperti. Bumi-Bulan- 


Matahari. kebalikansdari supermoon, 
mictomoon atau keadaan ketika Bulan 
berada dintitik orbiteterjauh dari Bumi 
disebut dengan apogee moon (Bulan 
apogee). Pada sebuah  perigee moon 
dan apogee moon, jarak terdekat Bulan 
ke Bumi bisa mencapai 356.000 km 
dan jarak terjauhnya bisa mencapai 


405.000 km. 


Efek Supermoon 
terhadap Bumi 


Meski istilah supermoon sudah ada sejak 
39 tahun yang lalu, kepopuleran fenomena 
ini baru dikenal masyarakat dunia sejak 
2011, yaitu bertepatan dengan bencana 
tsunami yang melanda Jepang. Pasalnya 
sebelum bencana terjadiywRichard Nolle 


mengaku telah meramal jika supermoon 


ekstream yang akan 'terjadiakan memicu 


malapetaka pada Jepang: 


Selain gempa" bumi»yang berdampak 
tsunami di jepangsjika ditarik mundur 

» Supermoon,juga di gadang-gadang 
sebagai ' penyabab — terjadinya 
bencanatsunami di Aceh pada 26 
Desember 2004. Hal tersebut 
karena 2 pekan setelah 
bencana tersebut, yaitu 


2005 


adalah hari dimana 


10 januari 


supermoon 


terjadi. 


| 
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KAJIAN FALAK 


Mengutip  convesia.com, — Kepala 


Lembaga Antarikas dan Penerbangan 


(LAPAN) 


Jamaludin, menyatakan bahwa secara 


Nasional Thomas 
umum fenomena supermoon bukan 
pemicu bencana seperti yang di 
khawatirkan semua orang, Memang 
pasang maksimum selalu terjadi saat 
purnama karena pasang akibat bulan 
diperkuat oleh pasang oleh matahari. 
Dalam kondisi supermoon pasang 
dalam 
kondisi normal, tidak perlu ada yang 


agak meningkat. Namun, 
diwaspadai. Secara umum supermoon 


bukan pemicu bencana. 


Disamping bencana alam, 
livescinece.com pada sebuah 
artikel berjudul “Supermoon 
Lunancy: Does Moon Make 

us Crazy” menyebutkan 
bahwa efek supermoon juga 
sempat pernah dikaitkan 
dengan perilaku menyimpang 
manusia, seperti — kejang 
melonjak, kegilaan umum dan 

susah tidur. 


membuat orang 


Namun dalam sebuah riset yang4 Lg 


juga ditampilkan dalam situs tersebut, 
bahwa dugaan- 

salah. na 
pernyataan Dr. Selim Benba yg : d 
University of SOlkEh Plorida/Colle 
of Medicine dalam jamal cpilepsy 
and behavior yang SiierPiukantahun 
2004, membantah, jika kejan uag/ 


TE - HS 
dialami pasien 4 dipicu ok 13 


membuktikan 


dugaan tersebut 


“. 


bulan purnama. Dal: . peritian” 


yang dilakukannya se Na tiga 
tahun di Tampa General Hospital, 
ia menemukan kenyataan bahwa 
serangan epilepsi tercatat meningkat 
(mencapai 154 pasien) selama kuartal 
terakhir Bulan, dan menurun ke angka 
terendah (menjadi 94 pasien) selama 


bulan purnama. 
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Selain itu, James Rotton dari 
Florida International University 
dan Ivan Kelly dari Saskatchewan 
University pada sebuah artikel 
berjudul “Much Ado About the Full 
Moon,”dalam jurnal Psychological 
Bulletin, 37 


tentang hubungan antara fase 


meneliti studi 
bulan dengan beberapa hal yang 
berkaitan dengan kegilaan seperti 


penerimaan 


pasien 
Siah sakit jiwa, gangguan 
kejiwaan, embunuhan dan tindak 


dalam ru 


S3 Api dana lainnya. — Meta-analisis 


.yang meraka lakukan tersebut 


/ menemukan hubungan statistik 


yang signifikan rendah antara 
hubungan bulan dan perilaku 
manusia. Sehingga menurut Rotton 
dan Kelly, studi yang mengatakan 
bahwa purnama berdampak pada 
perilaku manusia tidak akurat dan 
menggap bukti yang diteliti (efek 
bulan) adalah sebuah kebetulan 
karena tidak mempertimbangkan 
faktor penting yang bertanggung 


jawab dengan kegilaan. 


Supermoon 2018 


Seperti hanlnya gerhana Bulan, supermoon 
terjadi setiap tahun. Beberapa situs astronomi 
seperti NASA (moon.nasa.gov), timeanddate. 
com, space.com, asttopro.com, astropixels. 
org sudah menentukan kapan terjadinya 
supermoon dalam bentuk tabel. Masing- 
masing tabel dari beberapa situs tersebut 
maksimal selisih 1 hari, tergantung pada 


temp at atau 


sebagai acuahi, 4 » MK 


Ta daerah yang dipakai 


4 TR 
ki ntuk der Jakarta dan sekitarnya, 
» Sepanjan g Gihun 2018 
NN supermoon akan 
derjadi sebanyak 3 kali. 
terjadi pada 1 


ini, 


“Pertama 
Januari yang bertepatan 
baru. 


dengan — tahun 


Supermoon berikutnya 
tanggal 31 Januari dan 
terakhir terjadi pada 22 
Desember berdasarkan 

tabel fase Bulan di lihat di 


situs timeanddate.com. 


NASA menyebut supermoon 
pada awal 2018 ini sebagi supermoon 
trilogy, yaitu keadaan ketika supermoon 
terjadi berurutan sampai 3 kali, dimana 
supermoon yang pertama terjadi pada 3 
Desember 2017 lalu, 


1 Januari dan 31 Januari. Menariknya, dari 


disambung dengan 


deretan trilogi ini, purnama pada 31 Januari 
merupakan supermoon yang bersamaan 
dengan gerhana Bulan total. Sehingga trilogi 
supermoon ini menjadi sangat istimewa 


karena terjadi pada 31 Maret 1866, atau 152 
tahun yang lalu. 


Gerhana Bulan yang bertepatan dengan 
supermooon ini bisa diamati dari sebagian 
besar permukaan Bumi, yaitu daerah Amerika 
Utata, Samudra Pasifik, Siberia Timur, dan 
Asia. Namun sebagian besar Amerika Selatan 


dan Afrika tidak dapat melihat gerhana ini.|/ 
D. Aufa IE 


es 


“Jalani Saja Semampumu, 
Insya Allah Ada Jalan” 


aschat dari almarhumah 

ibu selalu diingat Umam 

kala kuliah di IAIN 
Walisongo. — Keterbatasan — dana, 
penguasaan materi, serta bahasa 
tidak menurunkan semangat Umam 
untuk tetap menuntut ilmu. Melihat 
kondisi yang ada pada dirinya, fa 
berusaha berfikir realistis “serta 
mengukur kemampuannya dalam 
akademik. Dengan begitu akan lebih 
mudah baginya untuk mencari fokus 
kajian yang sesuai dengan, passionnya. 
Pencarian tersebut akhirnya 
tertuju pada kajian #politik, Islam, 
demokratisasi dan “studi ” santi- 
korupsi, “Umam pun berusaha 
memfokuskan diri pada kajian 
tersebut dan menekuninya. Selain 
menekuni kajian akademik, penerima 
beasiswa Beswan Djarum tersebut 
juga melatih ajang kepemimpinan 
dengan mengikuti organisasi internal 


maupun eksternal. 


Ketelatenan dalam berorganisasi 


kian melicinkan perjalanan penulis 


Modal awal Merajut 


artikel urgensi dwi-kewarganegaraan 


yang dimuat Jawa Pos pada 
17  Agustus,s2016 untuk #tetap 
bersemangat membaca literatur”dari 
topik-topik yang ditekuninya, alhasil 
dari bacaannya tersebut peraih 
penghargaan dari IhesUO Advantage 
Top UpSeholarship(YUAP) 2012-2015 
ini mendiskusikan dengan kawan- 
kawan lainnya untuk menghasilkan 


spektrum pemahaman baru. 


Tradisi yang tak boleh ditinggalkan 
dari mahasiswa ialah menuangkan 


hasil pemikirannya dalam tulisan 


artikel sebagai output paling 
sederhana. Tradisi tersebut terus 
dipatenkan penerima beasiswa 
supersemar ini hingga membuka 
peluang mengais “rejeki kecil-kecilan” 
dari sejumlah media lokal Jawa 


Tengah. 


Berangkat — dari — kegemarannya 
menulis, Umam mendapat arahan 
dari saudara-saudaranya (kang Arif 
dan kang Nur) untuk belajar bahasa. 


Selain buku, bahasa juga bagian dari 


jendela dunia dan belajar bahasa tak 
seringan mengangkat sepiring nasi. 
“saya juga sangat bersyukur 
mendapatkan dukungan dan arahan 
dari kakak-kakak saya (Kang Arif 
dan Kang Nur) untuk belajar 
bahasa, mengingat konon bahasa 
adalah jendela dunia. Berangkat dari 
“nol”, ternyata proses belajar itu 
sangat berat. Mendengarkan orang 
berbahasa lain yang tak familiar 
dengan telinga, ibarat menyaksikan 
alien dari planet Mars tengah 
bergumam dengan gumpalan nasi di 


mulutnya.” 


Selaras dengan nasehat sang ibu, 
sang peraih berbagai penghargaan 
dari The University Oueensland 
ini mengutip nasehat filsuf handal 
dan pakar strategi perang Lao 
Tzu yang dalam versi bahasa 
Inggrisnya mengatakan “Y)e journey 
of a thousand miles begins with one 
step”. Perjuangannya belajar bahasa 
akhirnya membuahkan hasil dengan 


terbukanya — kesempatan — untuk 
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menjadi research assistanta associate Professor Jim Rush dari Arizona 
State University (ASU), AS yang tengah melakukan riset tentang Buya 
HAMKA di kampus Ngaliyan. 


Berbekal kelihaian dalam menulis dan ketekunan belajar bahasa, 
penulis berbagai artikel di media-media cetak nusantara 
ini mengakhiri studinya meraih gelar S1 dengan 
memperoleh research grant sebesar Rp 15 juta dalam 
mengerjakan dan menyelesaikan penelitian 
skripsinya tentang “Praktik dan Budaya Politik 
Uang dalam Dinamika Politik Islam di Jawa 
Tengah”. 


Berawal dari pertemuan dengan 
Bapak H. Soewarno M. Serad, 
yang pada saat itu (2004) 
menjabat sebagai Head 
Corporate Affairs PT Djarum, 
pembicara dalam,seminar 
publik Big Data for Deepening 
Democracy and Governance yang 
diselenggarakan oleh the 
Indonesian Student Association 

4f 0UTini sukses 

A menyelesaikan penelitian 
tersebut dan terbitlah 
buku,hasil risetnya 
dengan bimbingan 

Dr. Abu Hafsin 

dan Dr. Nur 

v Syamsudin. 


N 


Kilas balik dari perjalanan pengajar 
di The University Of Gueensland 
Australia tersebut bermula dari 
ketekunan dan kesempatan- 
kesempatan yang dilalui dengan 
senang hati. Ketertarikan ia dalam 
bidang yang digelutinya saat ini juga 
diiringi berbagai tantangan. Namun, 
rasa istikamah tersebut senantiasa 
hadir tatkala sang istri juga menikmati 
dunia akademik yang mana menjalani 
studinya bersama-sama di satu 


unvetsitaS: 


“Kebetulan juga sayardan istri 
menikmati dunia akademik, saya dan 
istri menjalaniyprogram master kampus 
yang samarlinders university of 
Southvaustralia), lalu melakukan riset 
bersama-sama saat di leiden university 
danvutrecht university, belanda (2010), 
lalu menjalani PhD di kampus yang 
sama (university of gueensland, 
australia). Hal tersebut membuat saya 
lebih santai menikmati dunia akademik 
bersama-sama dengan suka duka dan 
tantangannya.” || 

Salwa Nida IE 


Nama : Ahmad Khoirul Umam 

Tempat tanggal lahir : Demak, 26 Februari 

Email : ahmad. umam@yahoo.com 

Alamat kantor : PhD zone, Building 39, School Of Political 
Science And International Studies, Faculty Of Social And Be- 


havioral Sciences, The University Of @uveensland Australia 


2012-2017 


2009-2010 


2008-2009 


2001-2005 


Doctoral of Philosophy (PhD) 


Master of Asian Governance 
(MASV) 


Graduate Diploma in Asian 
Governance (Gradip. AGV) 


Bachelor of Islamic Law majoring on 


political Islam (siyasah Islamiyyah) 


School of Political Science & International Studies, Faculty of Social & 


Behavioral Sciences, The University of @veensland, St Lucia, Brisbane, Australia 


School of Political & International Studies, Faculty of Social and Behavioral 


Sciences, Flinders University, Adelaide, South Australia 


School of Political & International Studies, Faculty of Social and Behavioral 


Sciences, Flinders University, Adelaide, South Australia 


Department of Political Islam and Crime (Siyasah Jinayah), Islamic Law Faculty, 


State Islamic University (UIN) Walisongo, Semarang, Central Java, Indonesia 


berabad-abad 
peradaban 


elama 


lamanya 
manusia telah membuat 
gambaran mengenai 

perempuan yang ambigu 
dan paradoks. Perempuan selalu 
dijunjung, disanjung dan dianggap 
sebagai representasi dari sifat ke 
Maha Indahan Tuhan. Di sisi lain, 
perempuan direndahkan, dianggaap 
pembawa sial, dan juga dianggaap 
makhluk lemah yang hanya menjadi 
Tubuh 


perempuan dinilai sebagai benda 


pelengkap kehidupan. 
yang penuh dengan daya pesona dan 
kesenangan, tapi dalam saat yang 
sama ia juga dieksploitasi demi hasrat 
diri dan keuntungan. 


Berkaitan dengan hal tersebut, 
budaya patriarki memainkan, peran 


dalam munculnya . “pandangan 
laki- 


negara 


terhadap konstruksi ' antara 
laki dan perempuan. “Di 
barat, wilayahwEropa Barat 'bahkan 
sampai ke Indonesia, budayandan 
ideologi patriarki,masih sangat kental 
mewarnai berbagai aspek kehidupan 
dan struktur masyarakat. Budaya 
patriarki yang selalu menganggap 
bahwa laki-laki berada di 


perempuan dan laki-laki 


atas 
sebagai 
pemegang kendali atas perempuan 


nampaknya ' membawa — dampak 
malapetaka — terhadap eksistensi 
perempuan. Perempuan menjadi 


Feminisme 
Bukan untuk 
Memarginalkan 
Kaum 


tersubordinasi dan semakin 
termarginalkan. 

Dalam perkembangannya, 
patriarkhisme tengah 
menghadapi tantangan- 
tantangan dari kebudayaan 
modern yang mendasarkan 


diri terhadap vdemokrasi dan 
Hak Asasi Manusia. Demokrasi 
meniscayakan sistem yang tidak 
struktur yang 


sistem, kehidupan yang «sama 


ada hirarkis) 
bagi setiap, individu'dansberlaku 
sama bagi semuanya,,Sedangkan 
manusia, menuntut 

praktik-praktik 
terhadap 


haks, asasi 
dihapuskanya 
diskriminasi semua 
makhluk termasuk perempuan di 


dalamnya. 


Berdasarkan pandangan tersebut 
maka muncul gerakan-gerakan 
yang 
perempuan 


ingin membebaskan 


dari — belenggu 
patriarkhisme, seperti gerakan 
kesetaraan gender, yang biasa 
dikenal dengan feminisme. Pada 
kesempatan kali ini kita tidak akan 
membahas secara Panjang lebar, 
karena akan memerlukan waktu 
yang lama. Pembahasan kali ini 
hanya terfokus sebatas pada isu 
feminisme yang dianggap turut 


memarginalkan laki-laki. 


GENDER 


dam 


Sejarah 
Gerakan 
Feminisme 


Feminisme” adalah sebuah gerakan 
perempuan yang menuntut emansipasi 
danwkesamaan peran atas laki-laki dan 
perempuan.  Feminisme — merupakan 
gerakan yang bukan hanya sekedar ingin 
mengangkat perempuan kepermukaan dan 
diakui keberadaanya untuk menyamakan 
kasta dengan laki-laki, melainkan lebih 
jauh lagi peran kaum feminis adalah untuk 
melepaskan perempuan dari belenggu- 


belenggu budaya patriarki. 


Lebih dari itu adanya feminisme bukanlah 
untuk menyalahi kodrat 
Kodrat 
adalah sesuatu yang dibawa atau dimiliki 


perempuan. 


perempuan pada dasarnya 
perempuan sejak ia dilahirkan. Semisal 


perempuan menstruasi, — mempunyai 
kelenjaar susu, bisa melahirkan, dan lain 
sebagainya. Selebihnya seperti kewajibaan 
perempuan mengurus rumah tangga, 
perempuan dilarang menjadi pemimpin, 
perempuan dianggap sebagai penggoda, 
itu hanyalah doktrin dari pada budaya 


patriarki. 


Dalam kacamata sejarah, gerakan 
feminisme lahir dari awal kebangkitan 
perempuan untuk menggeser status 


sebagai makhluk kedua setelah laki-laki 
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di dunia ini. Gerakan feminisme 
berkembang pada abad pertengahan 
Eropa, yaitu pada abad 16-18 M. Pada 
periode awal tersebut perempuan 
dianggap tidak rasional (yang selalu 
menggunakan 
tolak 
perempuan dianggap sebagai pencari 
nafkah utama dan laki-laki hanya 
sebagai pelindung. Namun baru pada 


perasaan sebagai 


ukur). Lebih mengenaskan 


abad ke-19 kata feminisme ditemukan 
oleh seorang sosialis berkebangsaan 
Perancis, bernama Charles Fourier. 


Gerakan 
pertama secara luasidiketahui terjadi 
antara tahun 1880 dan 1920. Gerakan 
ini dipengaruhi oleh pemikiran Mary 


feminisme gelombang 


Wollstonecraft lewat" bukunya, yang 
berjudul Vindication of the Rights 
of Women. Feminisme gelombang 
pertama ini memfokuskamperhatian 
untuk memperoleh hak-hak politik, 
dimana mereka menuntut hak suara 
dalam pemilihan umum. Selain 
itu, mereka juga menuntut akses 
pendidikan, kesempatan ekonomi 
yang setara bagi kaum perempuan, 
memiliki hak pernikahan dan cerai. 
Kaum feminisme berargumentasi 


bahwa perempuan memiliki kapasitas 
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rasio yang sama dengan laki-laki. 


Gerakan feminisme 
melemah ketika 
dunia pertama dan kedua. Gerakan 


sempat 
terjadi perang 
ini menguat kembali pada akhir 
tahun 1960an dan awal tahun 
1970an. Meskipun menguat kembali 
pada akhir tahun 1960an, kemudian 


gelombang kedua muncul pada 


tahun 1949, halini ditandai dengan 
munculnya publikasivSimone de 
Beauvoinyang berjudul Second Sex. 
Pada fase ini titik fokus gerakan 
adalah 
dalam Tapangan pekerjaan, baik 


feminisme persamaan 
dalam mendapatkan upah maupun 
mendapatkan kedudukan dalam 
tempat kerja, tuntutan dalam 
pendidikan, dan masalah pekerjaan 


rumah tangga. 


Gerakan feminisme berlanjut 
sampai muncul gelombang ketiga 
pada awal tahun 1999an. Gerakan 
ini memfokuskan sesuatu yang 
tidak 


gelombang kedua. Gerakan ini 


terdapat pada tuntutan 
masih melihat adanya perbedaan 
laki-laki dan perempuan dalam ras, 


etnis atau bangsa tertentu. Mereka 


menuntut kesetaraan mendapatkan hak antara 
orang kulit putih dan hitam, karena dalam 
sejarah, perempuan kulit hitam lebih menderita 
daripada perempuan kulit putih. 


Feminisme 
Menuntut Keadilan 


bahwa 
feminisme adalah untuk memarginalkan atau 


Banyak orang berfikir adanya 
meminggirkan “ kaumy,laki-laki. 'Feminisme 
bukanlah perjuangan emansipasi perempuan 
di hadapan laki-laki saja, karena,mereka juga 
sadar bahwa'laki-laki (terutamarkaum ploretar) 
juga mengalami'penderitaan yang diakibatkan 
oleh.dominasi, eksploitasi serta represi dari 
sistem yang tidakfadil. Pada intinya gerakan 
feminismesadalah'wperjuangan dalam rangka 
mentransformasikan sistem dan struktur 
yang tidak. adil, menuju sistem yang adil bagi 
perempuaw dan laki-laki. 


Dalam perkembangnnya tokoh-tokoh yang 
terlibat dalam gerakan feminisme tidak hanya 
kaum perempuan, melainkan laki-laki bisa 
menjadi feminis. Keterlibatan laki-laki dalam 
feminisme sangat diperlukan. Bagaimanapun 
juga perbedaan laki-laki dan perempuan 
adalah suatu keindahan yang akan terwujud 
kesejahteraan bila digandeng dengan prinsip 
keadilan dan kesetaraan. 


Namun dalam perkembangannya, feminis laki- 
laki masih sangatlah minim. Hal ini dipengaruhi 
karena masih kuatnya anggapan bahwa gerakan 
feminisme hanya menjadi tanggungjawab dan 
wilayah kerja perempuan. Hal ini tentunya 
menyulitkan gerakan feminis yang sebenarnya 
ditunjukan untuk mewujudkan keadilan bagi 
semua kalangan. 


Untuk mencapai kesetaraan persamaan hak 
antara laki-laki dan perempuan memang harus 
melalui deskontruksi maskulinitas, namun 
hal ini bukan berarti menjatuhkan ataupun 
merendahkan derajat laki-laki. Feminisme ada 
ialah untuk memperbaiki relasi gender agar 
tercipta keseimbangan dan keadilan bagi umat 
manusia. (j| 


Adetya Pramandira IM 


KACA BENGGALA 


ejak zaman Soeharto menjabat 
sebagai Presiden, penganut penghayat 
kepercayaan di Indonesia mengalami 
kesulitan dalam persoalan administrasi 
seperti pencatatan perkawinan adat 

di pencatatan sipil. Di Jawa Tengah, 
dilaporkan sudah tidak mau menerima 
lag an perkawinan orang 
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minduk) yang 
kan mereka, seperti 


gosongkan status pada kolom 
an agama dalam kartu identitas 


"tanda penduduk atau yang sering 
kita kenal KTP selama berpuluh- 
puluh tahun lamanya. Padahal, 
kekosongan status tersebut tidak 
dapat mengakses baik hak sipil, 
politik, maupun ekonomi. Bahkan 


Png Pa am . 4 


juga Pendidikan juga kesulitan. Misal 


me «Sa 


- 


saja kerap ditemukan hadir di depan 


mata seperti perkawinan yang tidak 
dicatatkan di, akta kelahiran, syarat 
masuk sekolah dan lain-lain. Ini jelas 


Na har 
p 


harus dieperlukan sebagai prasyarat 
administrasi. 


. 9 Me — ar — 


Meskipun belum pasti jumlah 


penduduk penghayat kepercayaan 
di Indonesia yang tercatat. Hanya 
yang tercatat kelompok Penghayat 
Kepercayaan itu berjumlah 199.617 
orang, atau sekitar 0,13 persen dari 
total penduduk. Angka tersebut 
didapatkan dari indikator lainnya 
sebagai jawaban di luar enam agama 
resmi. Meskipun dana SP2010 ada 
penghayat yang menyantumkan dari 


enam agama resmi. 
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Padahal, kalau melihat lebih 
jauh, contoh kecil ketika pengayat 
tidak bisa mengakses Pendidikan. 
Maka 
bermunculan. Seperti kemiskinan, 


masalah baru akan 
kebodohan, hilangnya pekerjaan. 
Selama Pendidikan tidak dapat 
diakeses maka akan sulit pula untuk 
membalikkan terpuruknya keadaan 
kemiskinan. Sesungguhnya yang 
dari kebodohan 


kemalasan 


menjadi akar 


dan masyarakat 
adalah datangnya dari seorang 
pemerintah yang tidak bisa adil. 
Kebodohan dan kemiskinan bukan 
hanya datang dari masyarakat itu 
sendiri. Ini yang disebut Problem 
struktural. Pelanggaran Hak Asasi 
Manusia menjadi masalah besar 


bagi bangsa sendiri. 


Pada akhirnya Indonesia sebagai 
bangsa dan negara, merasa kesulitan 
untuk membangun warganya 
sendiri untuk maju dalam bidang 
pendidikan 


kemiskinan. Sebagian dari orang 


dan mengentaskan 
yang merasakan kemiskinan akibat 
dari rendahnya akses Pendidikan 
yang diperoleh oleh penghayat, 
menjadi bagian atas sumbangsih 
problem negara karena ulah negara 
itu sendiri. Andai saja tidak/adanya 
dikriminasi, alias adanya persamaan 
hak, 
berbeda, Indonesia (bisa bersaing 


mungkin . ceritanya akan 
dengan negara-negara tetangga, 


seperti Malayasia. 


Lalu bagaimana dengan adanya 
Pancasila sebagai Idoelogi negara? 
Pancasila mengandung nilai-nilai 


dalam setiap butirnya. Sejatinya 


Pancasila — harus — menunjukan 
taringnya, demi — terciptanya 
kemaslahatan umat serta 


mengentaskan permasalahan, bisa 
dibilang semakin kompleks bagi 
masyarakat saat ini, khususnya 
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problem bagi warga penghayat 
kepercayaan. Ketidakpuasaan rakyat 
terhadap negara membuat masyarakat 
memiliki aturan sendiri rule of society 
bukan rule of state. Seperti warga Sedulur 
Sikep atau Samin, mereka menciptakan 
sistem Pendidikan 


dalam postingan Instagram Kompas. 


sendiri, seperti 


Mereka terekam belajar menggunakan 


tulisan aksara Jawa, serta belajar music 


tradinisional adat Jawa. Ini sebenarnya 
kritik,terhadap negara'yang tidak bisa 
disfungsimuntuk mencerdaskan warga 


negaranya. 


Indonesia yang memiliki ideologi 
Pancasila.dan sistem demokrasi yang 
berakar dalam Hak Asasi Manusia tidak 
hanya sekedar terucap dalam kata-kata, 
“Saya Pancasila dan jalan ditempat 
Maka 
tidak heran banyak kalangan ormas 


adanya pelanggaran HAM”. 
muslim merasa tidak puas dengan 
kinerja pemerintah dianggap gagal. 
Sehingga keinginan menggantikan 
Pancasila dengan Syariat Islam sebagai 
ideologi negara semakin kuat. Adanya 
kalangan kelompok oposisi negara yang 
mengancam keutuhan NKRI, Pancasila, 
UUD 45, dan Bhineka Tunggal Ika 


Menjadi kendala juga bagi negara. 


Dalam sebuah Tajuk rencana dalam 
harian Kompas, yang berjudul “ Realisasi 


Pancasila dan Asmat” mendorong 
bagaimana Pancasila yang terdapat di 
dalamnya nilai ketuhanan, kemanusiaa, 
persatuan, musyawarah, serta keadilan 
sosial itu dapat diperaktekkan dalam 
situasi nyata sehari-hari. Pancasila harus 
menjadi ideologi yang bekerja (working 
ideology) untuk tercapainya sebuah tujuan 
negara. Tujuan negara sudah tercatat 
dalam UUDw»45 adalah memajukan 
kesejahtraan « umum, mencerdaskan 
kehidupan bangsa, dam.ikut menjaga 


perdamian dunia, (Kompas, 22/1/2018). 


Penghayat kepercayaan sama halnya 
nasib. kehidupan Suku Asmat yang 
berada di,Rapua, mereka membutuhkan 
pelayanan “kesehatan dan lingkungan, 
sedangkan penghayatmembutuhkan hak 
sipil, politik, dan Pendidikan. Ironi jika 
melihat suara pinggiran, suara pinggiran 
harus didengarkan tidak hanya suara 
atasan yang butuh diperhatikan. Atasan 
memamerkan harta kekayaan sedangkan 
orang pinggiran kelaparan dan butuh 
Sudah 
mengoptimalkan 


kesehatan, serta pendiakan. 


saatnya Indonesia 
ideologi negara, Pancasila, sudah saatnya 
pula negara Indonesia bersih dari 
pelanggaran HAM. Karena hakikatnya 
Indonesia adalah Bhineka Tungga Ika. 
Ingat ! Negara berkewajiban 10 protect 
(menjaga), t0 respect (menghargai), dan 70 
Julfil ( memenuhi) setiap warganya. 


Seperti halnya salah satu tokoh 
Philsuf, Johon Locke (1632-1704), 


memandang masyarkat bernegara 
merupakan kehendak manusia itu 
sendiri yang terbagi menjadi dua 


bentuk, yaitu masyarakat politik dan 
negara, perjanjian antara rakyat dengan 
penguasa untuk melindungi hak- 
hak rakyat itu sendiri. Sehingga ini 
memiliki sifat tetap yang melekat ketika 


berhadapan dengan kekuasaan sang 


penguasa. J 
Jaedin IE 


